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KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan akhirnya penelitian bertajuk Survei Persepsi Publik Jakarta
terhadap Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers akhirnya dapat kami tuntaskan.
Penelitian ini merupakan suatu tinjauan terhadap pandangan publik berkenaan kebijakan
Dewan Pers untuk melaksanakan verifikasi perusahaan pers. Di kalangan pelaku, mulai dari
pemimpin perusahaan pers hingga jurnalis, verifikasi tersebut secara umum mengundang
kontroversi. Sebagian pihak menyetujuinya menimbang ini adalah amanat UU Pers agar
Dewan Pers melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan pers. Sementara bagi
sebagian lainnya, tugas semacam itu lebih cenderung menjadi tanggung jawab Serikat

Perusahaan Pers.

Kebutuhan verifikasi perusahaan pers tampak mendesak ketika pada masa-masa
terakhir publik dibanjiri informasi, yang tidak seluruhnya faktual dan jelas pengirimnya.
Sebagian kabar bohong bahkan dikemas dalam sajian serupa berita, yang membuat kalangan
tertentu gagal membedakannya dengan karya-karya jurnalistik. Selain itu, tingkat pengaduan
publik kepada Dewan Pers berkenaan perilaku tidak profesional sejumlah pekerja pers masih
cukup memprihatinkan. Hal ini menandakan bahwa tugas membangun pers nasional yang

profesional dan berintegritas masih penuh tantangan.

Dewan Pers sendiri dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan
kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam kerangka tersebut,
Dewan Pers dituntut berlaku independen dan memihak kepada kepentingan luas publik.
Dengan justifikasi yang dimiliki untuk melakukan verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers
diharapkan mampu menjalankan amanat tersebut secara transparan dan akuntabel,

termasuk dengan membuka ruang bagi suatu public engagement.

Penelitian ini dapat ditempatkan sebagai bagian dari sinergi Dewan Pers dengan dunia
pendidikan dan perluasan ruang keterlibatan publik dalam upaya mewujudkan tujuan mulia
mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Untuk itu,

kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pers.



Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu terlaksananya penelitian ini. Mulai dari para peneliti yang terlibat, para
responden yang bersedia mengisi kuesioner, para narasumber yang menyampaikan
pendangan-pandangan kritis mereka dalam focus group discussion, dan pihak-pihak lain yang

tidak kalah penting kontribusi mereka bagi penyelesaian kajian ini.

Akhirnya, kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat, bukan hanya
bagi para peneliti sendiri, melainkan terutama bagi Dewan Pers, perusahaan pers, pekerja
pers, dan publik secara umum. Semoga kajian ini memberi kontribusi bagi pengembangan

iklim yang demokratis sekaligus partisipatoris dalam kehidupan pers nasional.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti LSPR-Jakarta



RINGKASAN

Pada awal tahun 2017 Dewan Pers mulai melakukan verifikasi terhadap
media nasional. Kebijakan tersebut selaras dengan amanat UU Pokok Pers No.
40/1999 yang mendorong agar pers nasional dapat berperan sebagai pers yang
merdeka dan profesional. Namun, fakta bahwa verifikasi tersebut dilaksanakan
seiring maraknya berita palsu/hoax telah memunculkan kekhawatiran lain. Dewan
Pers sendiri mendorong perusahaan-perusahaan pers untuk meratifikasi empat
Peraturan Dewan Pers: (1) Komit memenuhi Standar Kompetensi Wartawan, (2) Komit
mematuhi Kode Etik Jurnalistik, (3) Komit mematuhi Standar Perusahaan Pers, dan (4)
Komit mematuhi Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Sebagian besar media
tampak menyambut baik verifikasi oleh Dewan Pers. Kelompok vyang satu ini
memandang verifikasi media nasional dapat meningkatkan kredibilitas media
mereka. Sedangkan sebagian lainnya menerima dengan catatan kritis bahwa verifikasi
oleh Dewan Pers berpeluang menjadi alat bredel gaya baru; juga bahwa beberapa
media yang telah diverifikasi ternyata memiliki kualitas tidak memadai. Keadaan ini
menjadi menarik, kemudian, untuk melihat perspektif masyarakat terhadap kebijakan
verifikasi tersebut. Apakah publik dapat menerima maksud baik Dewan Pers atau
malah mereka merasa bahwa kebijakan ini keliru. Untuk maksud tersebut, perlu
dilakukan survei persepsi masyarakat terhadap verifikasi perusahaan pers di
Jabodetabek. Metode penelitian yang digunakan adalah survey untuk mengukur
persepsi publik terhadap verifikasi perusahaan pers dengan menggunakan
paradigma konstruktivis. Teori yang digunakan adalah reception theory, journalistic
quality dan performance of media. Populasi adalah tokoh masyarakat, pengamat
media dan Humas di pemerintahan dan swasta di Jakarta dengan teknik
pengambilan purposive sampling. Dari uraian ini dapat diajukan pertanyaan
penelitian: bagaimanakah persepsi publik terhadap verifikasi perusahaan pers oleh
Dewan Pers? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi publik terhadap
verifikasi perusahaan pers/media nasional dalam kaitannya dengan kualitas
jurnalistik, penampilan media dan profesionalisme serta kemerdekaan pers. Hasil
penelitian secara praktis diharapkan menjadi acuan model verifikasi terhadap media
massa dan pada tataran teoretis dapat menjadi masukan bagi pengembangan teori
dan konsep kualitas media.

Kata kunci: verifikasi media, kualitas jurnalitik dan penampilan media
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BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak 2016, Dewan Pers mulai melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers.
Pada awal 2017, sebanyak 77 perusahaan pers telah terverifikasi. Dewan Pers menyebut
bahwa langkah verifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pendataan perusahaan
pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) g, Undang-Undang No 40 Tahun 1999
tentang Pers. Selain itu, verifikasi dilakukan dengan mengacu pada 4 Peraturan Dewan
Pers yang telah diratifikasi oleh sebagian besar pemilik dan pimpinan perusahaan pers
dalam Piagam Palembang, 9 Februari 2010. Keempat peraturan tersebut adalah Kode
Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar
Perlindungan Profesi Wartawan. Lebih lanjut, Dewan Pers mendorong perusahaan-
perusahaan pers lainnya untuk meratifikasi keempat Peraturan Dewan Pers tersebut

sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan pers nasional.

Terkait profesionalisme pers, saat ini masih banyak masalah yang bukan
sekadar berkenaan kualitas laporan jurnalistik; lebih daripada itu, lemahnya
profesionalisme bahkan berdampak merugikan masyarakat. Pada 2016, Dewan Pers
menerima 814 pengaduan masyarakat dan 80 persen menunjukkan media melanggar
kode etik jurnalistik; mulai dari pemberitaan tidak berimbang, tidak akurat, tidak
melindungi identitas korban kejahatan asusila, tidak bersikap profesional menjalankan
tugas, hingga berbagai bentuk pelanggaran etika. Gambaran ini tampak melengkapi
hasil investigasi Aliansi Jurnalis Independen bahwa telah terjadi retak media karena
banyak wartawan yang merangkap sebagai caleg partai, tenaga pemasaran iklan,
keberpihakan media pada partai tertentu, pemberitaan dengan napas iklan, kerja
redaksi yang menyelipkan iklan dalam pemberitaan sehingga terjadi bias dan akhirnya

masyarakat yang dirugikan media (Nurhasim, dkk, 2009).

Beberapa hal dapat diidentifikasi memengaruhi kondisi tersebut. Pertama,

sebagian perusahaan pers dikelola secara tidak profesional. Mereka bukan saja tidak



memiliki fasilitas memadai sebagai suatu perusahaan pers, tetapi juga tidak dapat
memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja pers. Kedua, kompetensi
sebagian pekerja pers meragukan. Dalam kasus-kasus semacam itu, lemahnya
pemahaman terhadap kaidah kerja-kerja jurnalistik masih ditambah kecenderungan
untuk menyalahgunakan kekuatan media demi pemenuhan kepentingan-kepentingan
sepihak, yang bahkan berlawanan dengan kepentingan publik. Ketiga, kurangnya
kontrol publik akibat belum bagusnya tingkat literasi media dan tingkat kesadaran
partisipasi sosial. Hak-hak publik, termasuk hak untuk dilayani oleh media, tidak bisa

terpenuhi dengan baik manakala profesionalisme media masih dalam pertanyaan.

Pada sisi lain, kita menyadari bahwa peran pers dalam kehidupan sosial
masyarakat Indonesia berkembang menjadi semakin penting. Kebebasan pers, seturut
kebebasan politik, yang kita nikmati kembali sejak 1998, berkontribusi besar terhadap
perkembangan peran tersebut. Tidak hanya menyiarkan informasi-informasi berkenaan
kehidupan keseharian, pers telah pula menjelma sebagai suatu kekuatan kontrol
terutama terhadap kehidupan sosial-politik, yang sebelumnya terlarang untuk dijamah
kritik media. Keberadaan media kritis, sedemikian rupa, menyediakan informasi
alternatif dan juga menjaga kepentingan publik diakomodasi lebih baik dalam

pengambilan kebijakan negara.

Meskipun demikian, penyalahgunaan kebebasan turut menjadi residu di antara
meluasnya partisipasi sosial masyarakat. Di sini, perluasan partisipasi sosial belum
diimbangi pendalaman kualitas partisipasi itu sendiri. Pemusatan kekuasaan ekonomi
dan kekuasaan politik di tangan segelintir elite dapat dituding sebagai suatu penyakit
yang bertahan dari era sebelumnya. Kini, di tengah kebebasan, sumber daya ekonomi
dan politik yang berlimpah tersebut memungkinkan suatu mobilisasi sosial, yang
menghasilkan tingkat partisipasi tinggi namun minim kualitas. Di dalamnya, media kerap
turut pula dijadikan sebagai instrumen mobilisasi. Jangkauan meluas media kadang
disalahgunakan untuk menyebarluaskan disinformasi, yang mempertajam konflik di

tengah kurangnya tingkat literasi media dalam kelompok tertentu.

Kecenderungan negatif semacam ini, sayangnya, menguat justru di tengah

perkembangan positif lainnya, yaitu perluasan akses terhadap teknologi informasi



komunikasi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJIl) menyebut
bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada 2016 mencapai 132,7 juta atau
setara 51% penduduk Indonesia. Pengguna Internet terbanyak berasal dari kelompok
usia 25-29 tahun dan 35-39 tahun sebesar masing-masing 24 juta orang. Survei yang
sama mengabarkan bahwa bagian terbesar, yakni 92,8 juta (69,9%) orang mengakses
Internet melalui perangkat mobile. Mereka terutama mengakses media sosial (129,2
juta), hiburan (128,4 juta), dan berita (127,9 juta). Dengan jumlah pengakses berita yang
begitu besar, risiko disinformasi muncul oleh dua sebab penting: penyalahgunaan media

dan kurangnya tingkat literasi media.

Selama masa Pemilu dan Pilkada, meluasnya disinformasi menjadi gejala yang
cukup fenomenal. Pada Pemilu 2014, misalnya, beredar disinformasi oleh Tabloid Obor
Rakyat yang berisi penghinaan terhadap Calon Presiden Joko Widodo. Kasus ini berakhir
di pengadilan, dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan
vonis delapan bulan penjara kepada Pemimpin Redaksi Obor Rakyat. Selama masa
kampanye Pilkada serentak 2017, produksi kabar bohong juga meluas. Polri, misalnya,
berhasil mengungkap suatu sindikat yang menggunakan grup Facebook - di antaranya
Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari
800.000 akun demi menyebar konten-konten kebencian bernuansa SARA. Meskipun
cukup terang bahwa disinformasi yang disebarluaskan tersebut bukanlah produk
jurnalistik, tetapi pengemasan konten kebohongan dalam bentuk semacam berita

membuat sebagian orang meyakininya sebagai fakta.

Di tengah situasi semacam inilah Dewan Pers mengakselerasi verifikasi
perusahaan pers, sebagai bagian dari tindak lanjut Deklarasi Palembang 2010. Dewan
Pers telah dan masih akan melakukan pendataan perusahaan pers sebagaimana amanat
UU Pers, dengan menyasar ribuan perusahaan pers sedikitnya hingga 2018 nanti. Meski
demikian, terdapat kontroversi terkait upaya verifikasi tersebut. Mereka yang pro
cenderung melihat bahwa verifikasi adalah bagian dari upaya untuk menjaga kualitas
media yang profesional. Sementara pihak yang kontra mengkhawatirkan bahwa
verifikasi dapat disalahgunakan sebagai alat kontrol media; lagi pula, hal semacam itu
dipandang menjadi tugas Serikat Perusahaan Pers [SPS]. Sebagian besar media tampak

menyambut baik verifikasi oleh Dewan Pers. Mereka memandang ini dapat



meningkatkan kredibilitas media mereka. Sedangkan sebagian lainnya menerima
dengan catatan kritis bahwa verifikasi oleh Dewan Pers berpeluang menjadi alat bredel
gaya baru; juga bahwa beberapa media yang telah diverifikasi dipandang sebagian

memiliki kualitas tidak memadai.

Keadaan ini menjadi menarik, kemudian, untuk melihat perspektif masyarakat
terhadap kebijakan verifikasi tersebut. Apakah publik dapat menerima maksud baik
Dewan Pers atau malah mereka merasa bahwa kebijakan ini keliru. Untuk maksud
tersebut, dilakukan penelitian persepsi masyarakat Jakarta terhadap verifikasi
perusahaan pers oleh Dewan Pers. Survei persepsi publik terkait hal tersebut telah
dilakukan di Jakarta selama kurun semester kedua tahun 2017. Untuk melengkapi
gambaran tentang persepsi dimaksud diselenggarakan pula suatu focus group
discussion dengan mengundang pihak-pihak yang dipandang kompeten untuk

menyampaikan pandangan mereka tentang isu tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi publik Jakarta terhadap verifikasi perusahaan pers
sebagai suatu kebijakan oleh Dewan Pers.

2. Untuk mengetahui persepsi publik Jakarta terhadap aspek-aspek yang
diverifikasi oleh Dewan Pers terhadap perusahaan-perusahaan pers.

3. Untuk mengetahui persepsi publik Jakarta terhadap tujuan verifikasi

perusahaan pers oleh Dewan Pers.

1.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei deskriptif. Penelitian
ini berupaya menggambarkan dan mengamati suatu peristiwa melalui prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki melalui penggambaran keadaan subjek maupun
objek penelitian pada saat kini, berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana
adanya. Dalam hal ini, penelitian berupaya menggambarkan persepsi publik terhadap
verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap media-media nasional terkait

kualitas jurnalistik mereka, persepsi publik terhadap verifikasi wartawan terkait



dengan penampilan media dan persepsi publik terhadap verifikasi media-media
nasional terkait profesionalisme wartawan dan kemerdekaan pers.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Jakarta,
dengan alasan tingkat akses masyarakat pada media yang tinggi, tingkat pendidikan
masyarakat yang baik dan sumber daya peneliti yang cukup. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 115 orang. Adapun teknik penarikan sampel yang dipilih
dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik
penarikan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, dan sampel yang
digunakan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti.

Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Berusia
18 tahun ke atas, kategori dewasa seseorang berdasarkan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Berdomisili di Jakarta. 3) Menggunakan
media sebagai sarana mengakses berita dan informasi 4) Warga tidak bekerja di
bidang media (dari tingkat profesi wartawan, wartawan senior, redaktur, redaktur
senior, asisten redaktur pelaksana, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi
maupun pemimpin redaksi) dan bukan pemilik media.

Untuk mempertanggungjawabkan penelitian ini dilakukan triangulasi. Ada dua
bentuk triangulasi data yang dilakukan. Pertama, triangulasi sumber data melalui
Focus Group Discussion (FGD) diskusi kelompok informan ahli. Informasi dari satu
informan dikonfirmasi dengan informan lain. Pada saat FGD, setiap item pertanyaan
didiskusikan kembali. Masing-masing informan dapat memberi klarifikasi dengan
memberi argumentasi atau data yang dipunyai. Informan juga dapat menanyakan
kepada informan lain. Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data. Penelitian ini
menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni kuesioner dan data sekunder. Hasil
penilaian kuesioner dicek dengan data lain berupa data sekunder.

Penelitian dilakukan selama satu bulan, dari bulan November ke Desember
2017. Penyusunan proposal dan pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan
November, dan melakukan analisis dan penyusunan laporan penelitian pada

Desember.



BAB Il

Kerangka Pemikiran

2.1 Posisi Penting Pers

Kajian mengenai persepsi public terhadap profesionalisme media melalui
uji verifikasi masuk dalam tataran applied communication yang melihat komunikasi
dalam jurnalisme sebagai suatu tindakan komunikasi yang memadukan tataran
subjektif dan objektif.

Penelitian Wibawa (2012) mengenai profesionalisme wartawan dan
mediamassa melalui pengamatan berperanserta dan wawancara
mendalammenemukan bahwa empat varian profesionalisme vyakni otonomi,
komitmen, keahlian dan tanggung jawab masih terganjal di lapangan. Wartawan
masih sulit menegakkan profesionalisme karena kebijakan tempat bekerja dengan
atasan vyang lebih tinggi, narasumber dengan berbagai posisi, masyarakat yang
mempunyai kepentingan sendiri serta keluarga terutama dalam pemenuhan
kebutuhan yang akan mendorong wartawan melakukan apa saja, di samping

pertimbangan pribadi atau hati nurani, teman sejawat yang ingin berbagi berita.

Begitu juga Yasak (2010) yang melakukan penelitian mengenai pemahaman
wartawan tentang hukum dan etika pers mengungkapkan, bahwa masih banyak hal
dalam praktik di lapangan seperti penerimaan amplop dan kuota tender projek. Meski
kode etik mengalami perubahan beberapa kali, namun perihal menerima imbalan

tidak pernah berubah.

Selain itu, Pardede (2010) yang mensurvei kinerja wartawan di beberapa kota
besar di Indonesia menunjukkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja
wartawan adalah persepsi mengenai kebebasan pers, pengembangan diri, serta
motivasi berprestasi yang masih rendah. Hasil penelitian Artini (2016) menunjukkan
ada tujuh faktor yang mempengaruhi profesionalisme media yakni commitment,
self censorship, news gathering competence, working conditions, newsroom culture,
ethical standard, speech act, secara simultan bersama-sama memberi kontribusi pada

profesionalisme dan pengaruh pada kualitas jurnalistik.



Secara ideal, sebagaimana dipelopori pandangan Edmund Burke pada akhir
abad ke 18, pers merupakan pilar keempat kehidupan bernegara, selain eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Mark Hampton (dalam Allan, ed, 2010) menafsirkan bahwa
terlepas dari konstitusi formal, kekuasaan politik sesungguhnya terletak pada peran
informal yang dimainkan pers. Peran penting tersebut muncul dari relasi antara pers
dan para pembacanya; yaitu, dari kemampuan pers untuk memediasi antara lembaga-

lembaga formal politik dan publik.

Posisi strategis pers terletak bukan semata pada perannya untuk
menyampaikan informasi atau pun memberikan hiburan. Lebih daripada itu, pers
menjadi media pendidikan bagi publik, dan dalam kapasitas optimumnya, pers
memainkan peran ganda untuk turut menggemakan kepentingan publik serta
mengontrol penyelenggaraan negara. Demi memainkan peran tersebut, demikian
Hampton (dalam Allan, ed, 2010), pers harus mampu menyajikan informasi yang

bermakna dan dengan perspektif yang independen.

Dengan pemahaman ini, pers tidaklah menjadi instrumen suatu kekuasaan
politik; pers tidak terjebak dalam permainan kekuasaan dengan mengembangkan
secara sengaja jurnalisme partisan untuk kemenangan golongan politik tertentu.
Pemahaman yang sama juga bukan lantas menuntut pers bersikap netral, dalam arti
tidak peduli karena tidak ingin berpihak. Pers yang berdaya justru adalah pers yang
memiliki keberpihakan pada kepentingan publik, yang dalam tatanan demokrasi
ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan. Pemihakan dalam makna terakhir inilah
yang menjadi alat kontrol independensi pers, yaitu suatu mediasi antara kepentingan

publik dan kewenangan institusi-institusi politik formal.

Selain soal partisanship, tantangan lain pers adalah komersialisasi, terutama
pada situasi ketika pers bergantung secara finansial terhadap sirkulasi dan pemasukan
iklan. Kualitas pemberitaan termasuk yang dipertaruhkan manakala pers menjadikan
sensasi sebagai alat untuk menarik perhatian pembaca. Alih-alih menghasilkan
pengetahuan, produksi sensasi lebih banyak melahirkan kesesatan informasi. Kualitas
pemberitaan juga menjadi sumber keprihatinan ketika terjadi konflik antara

kepentingan untuk menghadirkan informasi yang kredibel dan kebutuhan untuk



mengakomodasi kepentingan pengiklan. Tidak jarang, integritas redaksi dikorbankan

demi peningkatan pendapatan yang bersumber dari iklan.

Kemampuan pers untuk menunjukkan kredibilitas keuangan dan independensi
politik tersebut akan cukup menentukan dalam peran mereka sebagai ‘Pilar Keempat’
secara konsisten (Hampton dalam Allan, ed, 2010). Tidaklah masuk akal untuk
menuntut pers modern dikelola tanpa memikirkan keuntungan finansial, sementara
pada sisi lain, tidak mungkin pula mengharapkan pers mengabaikan secara dingin
tarik-menarik kepentingan politik. Dengan demikian, suatu tuntutan moderat kepada
pers adalah ketika mereka mampu meneguhkan kewajiban untuk selalu

mengingatkan negara dan korporasi tentang tanggung jawab mereka kepada publik.

Dalam kerangka posisi penting pers, terdapat pula perbedaan pandangan
tentang seberapa besar pengaruh media, meskipun orang bersepakat tentang fakta
bahwa media massa memang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Baran
(2014), misalnya, merekam perdebatan ini secara cerdas dan tajam. Pertama, media
disebut berpengaruh secara terbatas terhadap khalayak karena media hanyalah alat
persuasi. Tetapi, bukankah pemberitaan tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk
meyakinkan orang tentang suatu gagasan? Kedua, keterbatasan dampak media tidak
lain karena media hanyalah sarana hiburan. Tetapi, pemberitaan bukanlah hiburan;
bahkan jika isi media adalah hiburan, ia pun dapat menjadi sarana pengembangan
pengetahuan. Ketiga, media tidak lebih daripada cermin masyarakat. Tetapi, media
tidak mungkin mampu mewakili seluruh kompleksitas kehidupan masyarakat; kadang
terjadi overrepresentation, tetapi kadang pula terjadi underrepresentation. Keempat,
media hanyalah menegaskan nilai dan keyakinan yang telah hidup dalam masyarakat.
Tetapi, seberapa kuat peran reinforcement media di tengah melemahnya peran
keagenan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan mandiri? Kelima, media
memang berdampak, tetapi itu tidaklah terlalu penting. Jika demikian, mengapa

media terus-menerus menjadi gelanggang pertarungan opini publik?

Baran (2014) menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang, media massa
memiliki dampak yang relatif kecil terhadap kehidupan personal. Sementara, dampak

yang lebih besar atau lebih penting beroperasi pada tatanan budaya. Artinya, dampak



media dapat dilihat lebih kuat pada tataran makro dibandingkan tataran mikro.
Artinya pula, kita tidak dapat menganggap enteng pengaruh media sebagaimana tidak
sepatutnya pula orang melebih-lebihkannya. Dengan pemahaman tersebut, kita
mengerti bahwa kualitas media, termasuk pemberitaan pers, turut berkontribusi
membentuk kualitas pandangan dan kehidupan masyarakat secara makro. Hal ini
membebankan kewajiban bagi para jurnalis dan insan pers pada umumnya untuk

mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara sosial kepada masyarakat.

2.2 Pers dan Publik

Sejarah pembentukan publik dalam struktur sosial masyarakat modern tidak
dapat dilepaskan dari keberadaan pers. Jurnalisme media cetak, terutama dalam
sejarah Eropa, memberi kontribusi tidak kecil terhadap transformasi struktural publik
dan ruang publik melalui pemberitaan mereka (lebih lanjut periksa Habermas, 1998).
Pemberitaan yang bermula dari laporan-laporan politik ini, selain memiliki makna
ekonomi sebagai suatu komoditas, juga mengandung suatu tinjauan kritis terhadap
kekuasaan negara. Hal ini mengundang perdebatan di ruang-ruang publik, yang
kemudian membentuk secara berkelanjutan suatu opini publik.

Publik merupakan suatu entitas yang khas karena ia adalah objek sekaligus
subjek, dan keberadaannya muncul sebagai hasil dialog antara kedua status yang
berlainan (Craig, 2007). Sebagai objek, peristiwa-peristiwa berikut pelaku-pelaku di
dalamnya menjadi bahan pemberitaan media. Sementara sebagai subjek, anggota-
anggota masyarakat turut membentuk secara intens pandangan media sekaligus
pandangan publik terhadap peristiwa-peristiwa. Orang tidak mungkin menjadi bagian
dari publik jika ia sekadar menjadi objek, mulai dari objek pemberitaan hingga objek
kebijakan negara. Sebaliknya, orang juga tidak mungkin terus menerus menempatkan
diri sebagai pengamat yang berjarak dari objek amatannya. Persinggungan kedua
status, sebagai objek dan sebagai subjek, sedemikian rupa, menghadirkan identitas
publik dengan ruang terbuka yang selalu mengundang tinjauan.

Dalam Democracy and the News Gans (2003) mencermati dampak berita

terhadap masyarakat, sebagai berikut.



1. Dampak keberlanjutan sosial. Pemberitaan media atas peristiwa-peristiwa
berlangsung setiap hari, disadari atau pun tidak, hal ini berpengaruh terhadap tatanan
sosial masyarakat. Bahkan berbagai pemberitaan atas peristiwa-peristiwa penting
seperti bencana, inovasi, atau kebijakan publik dapat memengaruhi perubahan suatu
tatanan sosial. Namun, satu hal yang dasar adalah bahwa kemunculan berita setiap
hari menjadi salah satu penanda bahwa kehidupan sosial terus berlanjut.

2. Dampak terpaan informasi. Tidak setiap peristiwa dapat dipantau oleh, dan
kemudian mendapatkan perhatian lebih lanjut dari, berbagai kalangan masyarakat.
Pemberitaan oleh media massa turut membantu masyarakat mendapatkan informasi,
terutama menyangkut hal-hal terkait kepentingan mereka. Terpaan informasi
biasanya akan membelah anggota-anggota masyarakat ke dalam kelompok pro dan
kontra menyangkut suatu isu.

3. Dampak legitimasi dan kontrol. Berbagai berita yang dilaporkan oleh figur-
figur terpercaya dari sumber-sumber terpercaya telah membantu melegitimasi
persoalan maupun orang tertentu di mata anggota-anggota masyarakat. Manakala
terpaan informasi membuat orang lebih paham suatu persoalan atau lebih kenal
seorang tokoh, orang akan merasa bahwa pilihan —untuk mendukung atau menolak-
yang dibuatnya adalah suatu pilihan tepat dan beralasan. ltulah legitimasi.

4, Dampak terhadap opini. Berita bukanlah satu-satunya faktor pembentuk opini
publik, namun sulit untuk menampik bahwa terpaan berita berpengaruh besar
terhadapnya. Opini publik dipengaruhi oleh informasi yang mungkin diakses dari
berbagai sumber oleh khalayak; entah dari media yang berlainan, atau hasil diskusi
dengan kerabat dan teman, bahkan bisa pula diarahkan oleh para pesohor sebagai
pemimpin opini.

5. Dampak terhadap aktivitas. Serupa dengan dampak terhadap opini,
pemberitaan media sering kali memberi efek terhadap pilihan tindakan khalayak.
Mereka dapat setuju atau tidak setuju terhadap suatu isu, mereka mungkin memilih
tindakan A dibandingkan tindakan B, atau mereka barangkali mendukung dan bukan
menolak kebijakan yang diputuskan pemerintah. Bukan hanya menyangkut persoalan
politik, dalam bidang lain, aktivitas anggota masyarakat cukup dipengaruhi oleh

informasi yang mereka akses dari media massa.
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6. Dampak penyampai pesan. Gans mengidentifikasi bahwa peran aktif jurnalis
sebagai penyampai pesan tampak menonjol terutama dalam dua kondisi. Pertama,
pada kondisi ketika khalayak tidak banyak mengetahui tentang suatu peristiwa,
kecuali dari pemberitaan media massa. Kedua, pada kondisi ketika pengemasan berita
(termasuk tata letak, pilihan kata, sudut pandang yang digunakan) membuat peristiwa

yang diberitakan memperoleh perhatian luas khalayak.

2.3 Kualitas Pemberitaan Media

Media kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan memanfaatkan media masyarakat mampu melakukan pertimbangan sebelum
mengambil keputusan untuk melakukan kegiatannya. Untuk itu, tumbuhnya berbagai
media di Indonesia setelah reformasi pada Tahun 1998 merupakan sebuah hal yang

patut disyukuri.

Berbagai informasi yang disediakan media tersaji dengan cepat dan menarik.
Namun, munculnya media-media tersebut juga menimbulkan masalah tersendiri.
Masalah utama adalah akurasi berita yang disajikan. Hal ini dapat dipahami akibat
persaingan yang tinggi diantara perusahaan media, akhirnya menimbulkan berbagai

cara yang dimungkinkan untuk merebut simpai konsumen media.

Masalah yang kemudian muncul adalah kini makin banyak beredar berita hoax
atau yag dikenal dengan berita abal-abal. Fenomena ini pada akhir-akhir ini sangat
menarik mengingat jumlahnya yang sangat massif dan sering dijadikan acuan bagi

berbagai kalangan masyarakat.

Seorang pengamat media Couldry menyatakan kondisi ini tergantung dari apa

"

yang terjadi dalam industri media dan bagaimana berita ini dibuat. “... some started
from evaluating the organizational structures through which media get made, others
start out from our evaluations of the things media institution and individual media
agents do...."(Couldry, 2013). Dengan demikian dalam melihat kualitas media maka
hal yang signifikan adalah faktor industri, dalam hal ini perusahaan media dan faktor

individu yaitu para wartawan yang menjadi pihak pembuat berita.
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Di sini yang menjadi masalah adalah para pembuat berita, tidak sepenuhnya
menerapkan etika pers yang benar dalam menjalankan tugasnya. Padahal terkait hal
ini, semua pelaku industri media di Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan
yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang tentang
Pers. Termasuk dalam hal ini juga diatur berbagai hal termasuk masalah etika pers
Indonesia. Terkait hal ini Couldry menyatakan masalah ketidaktaatan pada etika
media dalam penulisan berita jurnalistik terjadi hamplr di seluruh Negara di dunia.
Sementara Emille Durkheim menyatakan, masalah etika dalam penulisan berita
sangat terkait dengan “moral,” dalam hal ini adalah moral para wartawan dan juga

para pemilik media yang bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan berita.

Apapun masalah etika yang dalam hal ini juga dikenal dengan “kompetensi,”
kini menjadi isu yang penting. Kompetensi wartawan sangat berpengaruh dalam ikut
menciptakan “Journalistic Quality.” Ini diterjemahkan banyak pihak sebagai sebuah
karya jurnalistik yang mengutamakan kebenaran, tidak berpihak dan untuk

kepentingan konsumen/pembaca/pendengar/pemirsa.

Melihat kondisi yang ada saat ini, akan sangat menarik melihat persepsi
masyarakat terhadap kualitas media di Indonesia. Di sini tidak hanya melihat
penampilan medium berita saja, namun juga kualitas berita yang dihasilkan. Ini berarti
bahwa kompetensi wartawan dalam menulis berita dan kompetensi manejemen
media dalam mengelola kualitas tampilan dan distribusi media menjadi hal yang
sangat penting.Kondisi perkembangan media online yang melebihi media cetak,
termasuk di Indonesia, memaksa media kemudian melakukan metamorfosa dengan
sangat cepatnya. Saat ini hampir dipastikan para pembaca muda dari generasi Y

(1980-1995) dan Z (1996-2005) mengkonsumsi berita melalui online.

Lebih dramatis lagi kemudian media sosial dan mesin pencari menjadi sumber
berita. Twitter, FB, Instragram, Snapchat, Path, dan lain sabagainya menjadi indikator
apakah sebuah peristiwa bisa masuk dalam kategori berita ataupun tidak. Semua
orang pun berbondong-bondong menjadi pembuat berita (citizen jurnalist) dengan
berbagai cara. Kecepatan berita via media sosial seolah menjadi yang utama, akurasi

pun seolah diabaikan.
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Media sosial menjadi sumber berita yang makin sulit terjaga kredibilitasnya.
Meskipun media sosial sangat diyakni sebagai pembawa berita “tercepat” pada abad
ini. Kondisi ironis pun kerap terjadi, awak media, jurnalis, pun mengandalkan media
sosial untuk memulai sebuah pemberitaan. Apa yang sedang tren dibahas di media
sosial, dengan sangat cepat akan diolah oleh jurnalis untuk menjadi sebuah berita.
Kondisi ini wajar apabila secara aktual dan faktual kondisi yang diberitakan memang
benar adanya. Menjadi ironis ketika isu di media sosial itu hanyalah ‘sampah’ yang
dipungut demikian saja oleh jurnalis untuk dikembangkan menjadi berita.Kondisi
lainnya yang menyedihkan adalah adanya daur ulang pemberitaan. Yakni apabila ada
media online yang secara cepat mengangkat sebuah berita menjadi headline, menjadi
bahan pembicaraan yang sangat gencar, maka ada kemungkinan media online lainnya

pun akan mengikuti.

Seringkali karena keterbatasan tenaga lapangan, ketiadaan jurnalis di
lapangan, maka kemudian media online pengekor ini akan melakukan “kanibalisme”
berita. Mencomot dan mencabik-cabik potongan berita dari media online yang
pertama dan awal menyajikan beritanya. Kalau sudah begini apa yang terjadi?
Pemberitaan tidak lagi utuh, potongan dan serpihan berita tadi menjadi fokus

kanibalisme pemberitaan.

McQuail (2007) mengidentifikasi manfaat informasi berkualitas yang

disampaikan media massa, sebagai berikut.

1. Berkontribusi terhadap terbentuknya suatu masyarakat melek informasi dan
Tenaga kerja berkeahlian.

2. Menjadi landasan bagi pengambilan keputusan demokratis (oleh pemilih yang
paham dan kritis).

3. Menjaga dari propaganda dan gagasan-gagasan irasional.

4. Menjadi pengingat akan risiko.

5. Memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari publik.

Harapan atas pers dan media yang begitu tinggi disampirkan oleh masyarakat
luas, sehingga kemudian profesi jurnalis, sebagai ujung tombak pers dan media secara

umum, memiliki beban yang sangat tinggi. Seolah semua harapan atas pilar keempat
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tersebut memang ada di pundak jurnalis. Meskipun dalam prakteknya, kerja seorang
jurnalis tidak bisa begitu saja dilepaskan dari berbagai kebijakan medianya. Isi sebuah

media pada akhirnya tidak semata ditangan seorang individu jurnalis.

Menurut Shoemaker dan Reese (1996), ada lima tataran yang mempengaruhi
isi media:

1. Tataran individual pekerja: latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan
wartawan

2. Tataran rutinitas media: menyangkut kepentingan khalayak yang meliputi nilai
berita, objektivitas, dan struktur cerita.

3. Tataran organisasai media: gatekeeper, perspektif pemberitaan, serta sumber
eksternal seperti interview, informan/narasumber dan lain-lain.

4. Tataran ekstra media: emilik media, pemasang iklan

U

Faktor ideologi: feminisme, agama, kelompok tertentu

Individu

Rutinitas Media

Organisasi Media
Institusi Media

Sistem Sosial

Bagan di atas diadopsi dari pemikiran Shoemaker dan Reese (1996).

Apabila kita kemudian melihat bagan serta praktek kerja isi media, maka akan
terkuaklah berbagai dimensi yang mewarnai isi sebuah media.Tidak saja pada tataran
individu jurnalisnya, melainkan juga pada tataran awak medianya (jurnalis), jajaran
redaksi, kebijakan pemilik media, pemasang iklan, dan juga pada tataran ideologi media
itu sendiri.

Altschull (McQuail, 2007) sudah lama mensinyalir keadaan pers semacam itu
denganmengemukakan tujuh prinsip jurnalisme yang berlaku di semua negara dengan
sistem pers apa pun. Pertama, praktik pers selalu berbeda dengan teori pers. Kedua,

media massa bukanlah pelaku yang independen meski mereka memiliki potensi untuk
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menjalankan kekuasaan yang independen karena dalam sistem pers mana pun media
berita merupakan agen para pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Ketiga, isi media
selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana. Empat, semua sistem pers menganut
paham kebebasan, namun praktiknya bervariasi. Kelima, semua sistem pers
menyatakan melayani kepentingan masyarakat. Keenam, setiap model pers
memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang. Ketujuh, sekolah
jurnalistik sulit melepaskan diri dari kontrol penguasa.

Konsep journalistic quality adalah bentuk kualitas penampilan media secara
keseluruhan yang dilihat pada sejauh mana tingkat kebebasan dan independensi,
ketertiban dan solidaritas, keanekaragaman dan akses, objektivitas dan kualitas
informasi, serta kualitas budaya media tersebut. Prinsip ini menuntut profesionalisme
wartawan (McQuail, 2007), yang menunjukkan ada hubungan antara profesionalisme
dengan organisasi media dan kualitas jurnalistik.

Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian terhadap
khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak semata pasif namun
dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal
menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media. Makna yang
diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi

secara oposisif oleh khalayak (Fiske, 2010).
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BAB Il

Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Hasil Survei

Penelitian mengenai Persepsi Publik Jakarta terhadap Verifikasi Perusahaan
Pers oleh Dewan Pers dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 115
responden. Pengumpulan data dilakukan antara tanggal 6 hingga 12 November.

Bagian ini akan memaparkan hasil dari pengumpulan data yang telah diolah.

3.1.1 Karakteristik Responden

Paparan mengenai karakteristik responden akan diuraikan melalui beberapa
indikator seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan serta penghasilan. Penjelasan yang

diberikan berupa penyebaran frekuensi dari indikator yang ada tersebut.

Gambar 1. Jenis Kelamin

Hasil dari pengumpulan data memperlihatkan bahwa kebanyakan responden
dalam survey ini adalah perempuan sebanyak 54,8% dibandingkan dengan laki-laki

yang sebanyak 45,2%. Hal ini dapat terlihat melalui gambar 1 yang ada di atas.

Untuk kategori usia terbanyak adalah mereka yang berusia 20-24 tahun yaitu
sebanyak 36,5%; diikuti oleh responden yang masuk dalam kategori usia 25-29 tahun

sebanyak 18,3%. Sedangkan, responden yang paling sedikit adalah mereka yang
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masuk dalam kategori usia di atas 50 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran

usia responden yang ada dapat dilihat melalui Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Usia

Usia

36.5
18.3
12.2
10.4 8.7 8.7
I l . . .

20-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun > 50 tahun

Selain jenis kelamin dan usia, beberapa indikator seperti pekerjaan,

penghasilan dan pendidikan terakhir akan dijelaskan berikut ini.

Gambar 3. Pekerjaan
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Gambar 3 memperlihatkan bahwa kebanyakan responden adalah mahasiswa
yaitu sebanyak 32,2% diikuti oleh reponden yang bekerja sebagai pegawai swasta
(29,6%) dan PNS sebanyak 22,6%. Sedangkan responden yang bekerja sebagai

pengusaha memiliki prosentase terkecil yaitu hanya sebanyak 1,7%.

Gambar 4. Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir (%)
55.7
60 — —
40
20.9
13
20 - 35 7
0 £ 4 >
SMA Diploma s1 S2 S3

Berdasarkan gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden
pendidikan terakhirnya adalah S1, yaitu sebanyak 55,7%. Responden yang pendidikan
terakhirnya S2 menempati posisi kedua terbanyak dengan persentase sebesar 20,9%.
Sedangkan responden yang paling sedikit jika dilihat melalui kategori pendidikan

terakhir ini adalah mereka yang telah pendidikan terakhirnya Diploma (hanya

sebanyak 3,5%).
Gambar 5. Penghasilan per Bulan
Penghasilan per Bulan (%)
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Melalui Gambar 5 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden (32,2%)
berpenghasilan 2,1 -5 juta rupiah per bulan. Responden yang berpenghasilan 5,1 — 8
juta per bulan menempati posisi ke dua dengan jumlah persentase 22,6%; diikuti oleh
mereka yang berpenghasilan kurang dari 2 juta rupiah per bulan dan lebih dari 11 juta
rupiah per bulan dengan persentase sebesar 16,5%. Adapun responden yang memiliki
penghasilan 8,1-11 juta rupiah per bulan menempati posisi terakhr dengan persentase

sebesar 12,2 %.

3.1.2 Persepsi Publik Jakarta terhadap Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers

Persepsi publik mengenai verifikasi perusahaan pers oleh dewan pers dalam
penelitian ini dijelaskan melalui beberapa indikator yang dapat dilihat pemaparannya

dalam bagian ini.

Gambar 6
50
43.
45 3:5
40
35
30 [l Sangat Setuju
25 - .
H Setuju
20 -
] -
15 - Ragu-ragu
10 - [ Tidak Setuju
5 M Sangat Tidak
0 - Setuju
Saya mengikuti informasi tentang Saya memandang penting verifikasi
verifikasi perusahaan pers oleh Dewan  perusahaan pers oleh Dewan Pers
Pers

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dipaparkan melalui Gambar 6 di
atas terlihat beberapa hal. Pertama adalah untuk indikator mengenai apakah

responden mengikuti informasi tentang verifikasi perusahaan pers oleh dewan pers,
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kebanyakan responden setuju dengan pernyataaan yang ada dengan persentase yang
menjawab sebanyak 34,8%. Namun sebanyak 27,8 % responden menyatakan bahwa
mereka ragu-ragu dalam hal mengikuti informasi mengenai verifikasi perusahaan pers
oleh dewan pers; bahkan sebanyak 20,9 % menyatakan bahwa mereka tidak setuju

dengan pernyataan yang ada.

Sedangkan nilai tengah untuk pertanyaan Saya mengikuti informasi tentang

verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers didapatkan sebagai berikut:

SS S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

1.79

Para responden umumnya mengetahui perkembangan proses verifikasi oleh
perusahaan pers. Walau mereka tidak tahu berapa perusahaan pers yang ada, berapa
yang sudah diverifikasi, serta apa kelanjutan setelah verifikasi ini. Mereka umumnya
mulai mengikuti pemberitaan verifikasi pada saat Hari Peringatan Pers Nasional tahun
2017 di bulan Februari. Hal ini sesuai dengan monitoring yang kami lakukan berita-
berita tentang verifikasi paling banyak diberitakan pada bulan Februari 2017

menjelang peringatan Hari Pers 2017.

Gambar 6 juga memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mendukung
pernyataan bahwa mereka menganggap penting verifikasi perusahaan pers oleh
dewan pers. Hal ini dapat dilihat dari reponden yang menyatakan setuju dengan
pernyataan tersebut sebanyak 43,5 % ditambah dengan responden yang menyatakan
sangat setuju sebanyak 34,5%. Hanya sekitar 4,3 % yang menjawab tidak setuju dan

hanya 0,9 % yang menjawab sangat tidak setuju akan pernyataan yang ada.
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Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Saya memandang penting verifikasi

perusahaan pers oleh Dewan Pers didapat sebagai berikut:

1.82

Responden memandang penting verifikasi ini karena umumnya mereka
sepakat bahwa saat ini pemberitaan media terutama media online sudah
mengkhawatirkan terutama pada bagian kredibilitas media dalam keakuratan berita.
Hal ini karena banyaknya media online yang tumbuh saat ini dan mereka tidak lagi

memahami mana yang bisa dipercaya mana yang tidak.

Gambar 7
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Gambar 7 di atas menjelaskan hal berikut:

Kebanyakan responden (47,8%) setuju dengan pernyataan bahwa verifiasi
kode perilaku (code of conduct) perusahaan pers patut dilakukan oleh Dewan Pers;
diikuti oleh responden yang menjawab sangat setuju (31,30%); kemudian responden
yang menjawab ragu-ragu (13,9%); lalu responden yang menjawab tidak setuju 5,2%;
dan yang terakhir adalah responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan

persentase 1,7%).

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi kode perilaku perusahaan pers didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

1.79

Responden menaruh perhatian khusus pada masalah kode perilaku dan
berada pada rentang sangat setuju. Umumnya responden sudah merasa tidak nyaman
dengan pemberitaan yang menurut mereka sudah keluar batas-batas etik
pemberitaan. Mereka umumnya sepakat Dewan Pers mengawasi masalah ini secara

khusus.

Selanjutnya responden menilai bahwa Dewan Pers patut melakukan verifikasi
atas nama dan alamat percetakan atau studio perusahaan pers, hal ini terlihat bahwa
sebagian besar responden menjawab setuju (57.4%) dan sangat setuju (23,5%).
Verifikasi alamat redaksi perusahaan pers juga patut diverifikasi oleh Dewan Pers, hal
ini sesuai dengan jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju dan

sangat setuju (masing-masing 49,6% dan 30,4%).
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Nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan verifikasi alamat

redaksi didapat sebagai berikut:

‘ SS ‘ g ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 420 5.00

213

Responden setuju Dewan Pers memeriksa alamat perusahaan pers dengan
jelas karena dengan mengetahui lokasi perusahaan tersebut agar lebih kredibel. Selain
itu responden dari kalangan PR dan Agensi bisa mengetahui kemana jika mereka akan

melakukan korespondensi jika harus berhubungan langsung dengan mereka.

Selanjutnya responden menilai bahwa verifikasi atas penanggung jawab
redaksi dari perusahaan pers juga patut dilakukan oleh Dewan Pers, sesuai dengan
data yang ada yaitu sebanyak 49,6% menjawab setuju akan hal ini dan sekitar 33,9 %

menjawab sangat setuju.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi penanggung jawab redaksi didapat sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 420 5.00

Responden umumnya setuju Dewan Pers memeriksa secara gamblang siapa

redaksi-redaksi yang ada di belakang media tersebut. Setidaknya menurut mereka
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dengan mencantumkan siapa saja yang ada di balik redaksi bisa diketahui apakah para

awak media tersebut dari kalangan profesional pers atau bukan.

Verifikasi akte perusahaan pers juga patut dilakukan oleh Dewan Pers menurut
responden, dimana hal ini dapat dilihat dari data yang menyatakan bahwa sebanyak
48,7% responden yang setuju akan hal tersebut ditambah 33,9% dari responden yang

menyatakan sangat setuju akan hal tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi akta pendirian perusahaan didapat sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1. 2.60 3.40 4.20 5.00

1.82

Menyambung pertanyaan sebelumnya umumnya responden menaruh
perhatian pada afiliasi media-media online tersebut dengan kelompok usaha atau
organisasi tertentu. Mereka percaya dengan Dewan Pers memeriksa akta pendirian,
masyarakat akan paham institusi apa yang berada di belakang perusahaan media

tersebut.
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Gambar 8
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Gambar 8 di atas memperlihatkan bahwa:

Untuk pernyataan verifikasi peraturan perusahaan yang mengatur jenjang
karir kewartawanan patut dilakukan Dewan Pers; sebanyak 46,1% menyatakan setuju,
kemudian diikuti 25,2% yang menyatakan ragu-ragu, dan 19,1% yang menyatakan
sangat setuju. Sedangkan sekitar 9,6% responden yang tidak setuju akan pernyataan

tersebut.

Sedangkan garis tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi peraturan perusahaan yang mengatur jenjang karier kewartawanan

didapatkan sebagai berikut:
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‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1. 2.60 3.40 4.20 5.00

2.08

Untuk masalah ini responden setuju jika perusahaan media juga menegaskan
jenjang karier kewartawanan. Mereka umumnya setuju jika untuk menjadi redaktur
atau pemimpin redaksi harus diatur secara jelas. Sebagian responden berpendapat
tidak semua orang memiliki kapabilitas jurnalisme yang cukup namun dapat menjadi

redaktur atau bahkan pemimpin redaksi.

Selanjutnya untuk pernyataan bahwa Dewan Pers patut melakukan verifikasi akan
sumber daya redaksi media; maka sebanyak 40,9% menyatakan setuju, diikuti oleh
responden yang ragu-ragu sebanyak 25,2%, kemudian diikuti oleh responden yang
menyatakan sangat setuju 21,7% sangat setuju. Sedangkan responden vyang
menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah sekitar 11,3% dan 0,9%.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi sumber daya manusia redaksi media didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 420 5.00

Umumnya responden pernah berhubungan dengan langsung dengan
wartawan dalam menjalankan profesinya. Mereka berpendapat kemampuan

wartawan sangat beragam. Ada yang memiliki kemampuan juranlistik yang baik
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namun tidak jarang mereka menemukan wartawan yang menurut mereka tidak jelas
karena tidak pernah melihat karya jurnalistiknya. Oleh karena itu sudah saatnya
menurut mereka Dewan Pers melihat langsung kemampuan para jurnalistik

wartawan.

Selanjutnya untuk pernyataan Dewan Pers patut melakukan verifikasi atas
sumber daya non redaksi media; kebanyakan responden setuju akan hal ini (34,8%)
yang diikuti oleh responden yang ragu-ragu akan pernyataan yang ada (30,4%). Untuk
responden yang menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang ada tersebut
berjumlah 18,3%. Sedangkan untuk responden yang tidak setuju dan sangat tidak

setuju masing-masing berjumlah 13,9% dan 2,6%.

Sedangkan garis tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi sumber daya manusia non-redaksi media didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

Sumber daya non-redaksi di media menurut responden sama pentingnya
dengan redaksi. Sebagian responden berpendapat keberlangsungan perusahaan pers
ikut ditentukan oleh awak non redaksi seperti pemasukan iklan. Oleh karena itu
mereka menilai sebuah perusahaan media sebaiknya memiliki tenaga kerja non
jurnalis yang mumpuni karena para responden juga melihat banyaknya perusahaan

media yang tutup akibat kegagalan manajemen bukan karena pemberitaannya.
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Gambar9
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Pada Gambar 9 yang ada, responden menilai mengenai apakah kondisi fisik

perusahaan dan bukti fisik produk perusahaan pers patut diverifikasi oleh Dewan Pers.

Adapun hasil penilaian akan dua hal tersebut adalah sebagai berikut:

Responden menilai bahwa kondisi fisik perusahaan pers patut untuk

diverifikasi oleh Dewan Pers. Hal ini didapat dari data yang menyatakan bahwa

sebagian besar responden menjawab settuju dan sangat setuju untuk pernyataan ini

(yaitu masing —masing 39,1% dan 27 %).

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi kondisi fisik perusahaan [kesesuaian alamat kantor, ruang kerja, peralatan

kerja, ruang rapat redaksi, alat komunikasi di kantor, studio dan control

room/khusus media penyiaran] didapatkan sebagai berikut:
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‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

Responden setuju Dewan Pers perlu meninjau langsung kondisi fisik
perusahaan. Karena hal ini juga menyangkut kredibilitas sebuah perusahaan media.
Responden yang umumnya pernah berhubungan dengan wartawan mereka melihat
bahwa karya jurnalisme yang baik dihasilkan oleh perusahaan media yang juga
memadai. Juga sebaliknya kondisi fisik perusahaan yang tidak memadai akan terlihat

pada karya jurnalismenya.

Selanjutnya responden juga menilai bahwa bukti fisik produk perusahaan pers
juga patut diverifikasi oleh Dewan Pers. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, bahwa
44,3 % menjawab setuju akan hal ini diikuti oleh responden yang menjawab sangat

setuju akan hal ini (sebanyak 25,2%).

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi contoh bukti fisik produk pers [cetakan untuk media cetak, rekaman siaran
untuk media penyiaran, atau screenshoot untuk media digital] didapatkan sebagai

berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 .80 2.60 3.40 4.20 5.00

1.59
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Para responden yang umumnya pernah berhubungan dengan wartawan

seringkali menemukan ‘WTS’ atau wartawan tanpa surat kabar dalam acara yang

mereka buat. Kehadiran mereka seringkali dianggap mengganggu jalannya acara.

Namun mereka mengaku tidak memiliki kuasa untuk menolak kehadiran mereka.

Dalam pengakuannya, para responden mengatakan mereka umumnya lebih ‘galak’

dan terkoordinasi dalam kelompok yang cukup besar. Jika responden menyatakan

tidak menemukan media online tempat mereka bekerja, mereka menyatakan situsnya

sedang dalam perbaikan.

Gambar 10
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan pada Gambar 10 di atas,

dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

Sebanyak 44,3% responden setuju dengan pernyataan bahwa Dewan Pers

patut melakukan verifikasi kompetensi pimpinan/ penanggung jawab redaksi
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perusahaan pers. Hal ini didukung dengan oleh 37,4% responden yang ada juga

menjatakan sangat setuju.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi kompetensi pimpinan/penanggung jawab redaksi didapat sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1180 2.60 3.40 4.20 5.00

1.72

Responden umumnya melihat bahwa pemimpin redaksi memegang peranan
sentral dalam pemberitaan media. Pemimpin redaksi menurut responden haruslah
orang yang bisa dipercaya dan memiliki track record sebagai jurnalis yang dapat
dilacak. Menurut responden pemimpin redaksi sebagai pucak tertinggi dalam sebuah
perusahaan tidak dapat dipegang oleh oleh sembarangan. Oleh karena itu Dewan Pers

harus menguji langsung para pemimpin redaksi.

Selanjutnya sebanyak 47,8% responden menyatakan setuju akan pernyataan
bahwa Dewan Pers patut melakukan verifikasi sosialisasi dan penerapan kode etik
jurnalistik oleh media. Hal ini juga didukung data yang ada bahwa 32,2% responden

menyatakan sangat setuju akan hal ini.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi sosialisasi dan penerapan kode etik jurnalistik oleh media didapat sebagai

berikut:
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‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

2.60 3.40 420 5.00

N
o
o
N
e}
=

Responden sepakat kode etik menjadi sentral utama dalam sebuah
pemberitaan. Mereka melihat dewasa ini banyak sekali berita-berita yang sangat tidak
memperhatikan kode etik, cenderung memecah belah dan bahkan menyinggung
SARA. Ada beberapa responden yang mempertanyakan fungsi Dewan Pers dalam hal
ini. Menurut mereka pemerintah tidak ada upaya yang cukup untuk menertibkan

kondisi pemberitaan yang menurut mereka sudah sangat mengkhawatirkan.

Selanjutnya untuk pernyataan bahwa Dewan Pers patut melakukan verifikasi
keikutserataan wartawan dalam program pelatihan jurnalistik, sebanyak 38,3%
responden menyatakan setuju, diikuti oleh responden yang ragu-ragu (30,4%),

kemudian 22,6% responden yang menyatakan sangat setuju.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi keikutsertaan wartawan dalam program pelatihan jurnalistik didapatkan

sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 1. 2.60 3.40 4.20 5.00

1.85

Karena umumnya responden mengikuti perkembangan pers dan sebagian

besar dalam pekerjaannya berhubungan dengan wartawan, mereka melihat sendiri
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kemampuan jurnalistik para wartawan. Dalam penilaian mereka kemampuan
jurnalistik wartawan harus terus ditingkatkan karena mereka kerap menemukan
kesalahan dalam pemberitaan yang berkait dengan institusi mereka. Baik dalam hal
salah kutip hingga tidak sesuai dengan esensi fakta yang mereka sampaikan. Mereka
melihat hal ini disebabkan kemampuan jurnalistik wartawan yang masih belum

merata.

Selanjutnya untuk pernyataan Dewan Pers patut melakukan verifikasi
kompetensi wartawan, sekitar 32,3% responden yang setuju; 31,3% menyatakan ragu-

ragu; dan 28,7% menyatakan sangat setuju.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi kompetensi wartawan didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 4.20 5.00

Masih sejalan dengan pertanyaan di atas responden setuju kompetensi
wartawan di Indonesia masih sangat beragam. Di lapangan mereka milihat ada
wartawan yang memiliki tulisan dan hasil liputan yang sangat baik, namun di sisi lain
mereka masih sering menemukan karya jurnalistik yang masih jauh dari kriteria
jurnalistik.  Seperti keberpihakan, netralitas, hingga objektivitas dalam
pemberitaannya. Beberapa wartawan menurut para responden tidak mau capek-

capek melakukan verifikasi dulu sebelum menurunkan sebuah berita.
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Gambar 11
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Berkaitan dengan masalah pengupahan serta fasilitas bagi para pekerja

perusahaan pers, Gambar 11 menyajikan beberapa informasi, yaitu:

Sebanyak 34,8% responden setuju dengan pernyataan bahwa verifikasi gaji
standar bagi karyawan perusahaan pers patut dilakukan oleh Dewan Pers. Sebanyak
26,1% masih ragu-ragu dengan pernyataan yang ada; 24,30% sangat setuju dengan
pernyataan yang ada. Sedangkan sisanya (sebesar 10,4% dan 4,3%) tidak setuju dan

sangat tidak setuju akan pernyataan yang ada tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi gaji standar bagi karyawan perusahaan pers didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S RR TS STS

1.00 1 .80 2.60 3.40 4.20 5.00
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Kriteria ini mendapat perhatian khusus para responden. Beberapa responden
mengaku pernah mendengar jika ada perusahaan pers yang menggaji wartawannya
dibawah UMR bahkan tidak sama sekali. Mereka berharap Dewan Pers ikut
memperbaiki hal tersebut karena hal ini yang membuat wartawan menjadi sangat
tidak profesional. Bahkan mereka menemukan wartawan yang ikut menawarkan

pemasangan iklan kepada institusi mereka.

Selanjutnya sebanyak 30,4% responden ragu-ragu dengan pernyataan bahwa
Verifikasi gaji ke 13 bagi karyawan pers patut dilakukan oleh Dewan Pers. Selanjutya
sebanyak 27% dan 25,2% menyatakan setuju dan sangat setuju akan pernyataan yang
ada. Sedangkan sekitar 13% menyatakan tidak setuju dan 4,3% sangat tidak setuju

akan pernyataan yang ada tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi gaji ke-13 bagi karyawan perusahaan pers didapatkan hasil sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.8( 2.60 3.40 4.20 5.00

Responden yang sebagian besar berasal dari kalangan profesional dan pegawai
swasta juga negeri menyatakan gaji ke 13 merupakan hak bagi semua pekerja. Untuk
hal ini mereka merasakan solidaritas kepada wartawan sebagai sesama pekerja.
Bahkan sebagian dari responden menyatakan wartawan sebagai profesi yang

terhormat seharusnya diperlakukan dengan terhormat oleh perusahaannya.

Selanjutnya sebanyak 37,4% responden menyatakan setuju akan pernyataan
bahwa verifikasi asuransi/jaminan sosial bagi karyawan perusahaan pers patut
dilakukan oleh Dewan Pers. Kemudian sebanyak 24,3% menyatakan sangat setuju
akan pernyataan yang sama, dan 21,7% menyatakan ragu-ragu akan pernyataan

tersebut. Sisanya sebesar 13% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang ada,
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dan 3,5% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan yang sama tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi asuransi/jaminan sosial bagi karyawan perusahaan pers didapatkan

sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

Responden menyatakan setuju pada poin ini karena menurut mereka
wartawan adalah pekerjaan yang memiliki resiko cukup tinggi. Mereka mencontohkan
wartawan yang dikirim ke lokasi bencana atau peperangan memiliki resiko yang
sangat tinggi. Sehingga sudah sepantasnya perusahaan memberikan asuransi kepada

wartawan.

Selanjutnya mengenaiinsentif tambahan, sebanyak 33% responden menjawab
setuju dan juga 27% menyatakan ragu-ragu akan pernyataan bahwa verifikasi insentif
tambahan bagi karyawan pers yang berprestasi patut dilakukan oleh Dewan Pers.
Kemudian sebanyak 26% menyatakan setuju akan pernyataan yang sama, kemudian

13,9% menyatakan tidak setuju akan pernyataan tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi insentif tambahan bagi karyawan perusahaan pers yang berprestasi

didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

2.46
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Dalam tujuan mendorong tulisan jurnalistik yang berbobot responden setuju
jika setiap karya jurnalistik terbaik diberi penghargaan yang layak. Dengan demikian
hal ini dapat menjadi pendorong buat wartawan lain untuk bekerja lebih baik.
Responden juga merasakan hal tersebut kurang mendapat apresiasi di banyak
perusahaan tidak hanya perusahaan pers. Menurut mereka hanya perusahaan besar
ternama saja yang berpikir sampai sejauh itu, selebihnya hanya mengandalkan bonus

rutin sebagai reward bersama-sama yang bukan perorangan.

Selanjutnya mengenai penyediaan konsumsi tambahan, sebanyak 32%
responden menjawab setuju dan juga ragu-ragu akan pernyataan bahwa verifikasi
penyediaan konsusi tambahan patut dilakuakn oleh Dewan Pers. Kemudian sebanyak
19,1% menyatakan tidak setuju akan pernyataan yang sama, kemudian 11,30%
menyatakan sangat setuju akan pernyataan tersebut. Dan hanya 5,2% yang sangat

tidak setuju akan pernyataan yang ada tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi penyediaan konsumsi tambahan bagi karyawan perusahaan pers

didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

Kembali untuk poin ini responden menyatakan jika konsumsi merupakan
tanggung jawab semua perusahaan. Menurut mereka wartawan sebagaimana
karyawan yang lain bekerja meluangkan sebagian besar waktunya di tempat kerja

sehingga sudah seharusnya konsumsi pekerja harus diperhatikan perusahaan.
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Selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan saham karyawan, sebanyak 43,5%
responden menyatakan setuju akan pernyataan bahwa verifikasi kepemilikan saham
karyawan atau bentuk kesejahteraan lain karyawan perusahaan pers patut dilakukan
oleh Dewan Pers. Kemudian berturut-turut responden menyatakan ragu-ragu
sebanyak 19,1%; kemudian 18,3% menyatakan tidak setuju; 15,7% menyatakan
sangat setuju; dan 3,5% menyatakan sangat tidak setuju akan pernyataan yang sama

tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi kepemilikan saham karyawan atau bentuk kesejahteraan lain karyawan

perusahaan pers didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

Hal yang menjadi perhatian responden pada poin ini adalah masalah
kesejahteraan. Beberapa responden bahkan menyitir pernyataan Ketua Umum Partai
Gerindra Prabowo yang menyatakan wartawan jarang main ke mal. Menurut mereka
hal tersebut menjadi salah satu indikator kesejahteraan wartawan. Sehingga menurut
sebagian responden mereka beberapa kali berurusan dengan wartawan yang tampak

lusuh seperti tidak diperhatikan oleh perusahaannya.
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Gambar 12
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Dalam Gambar 12 terdapat beberapa penjelasan, yaitu:

Kebanyakan responden (37,4%) setuju dengan pernyataan bahwa keberadaan
ombudsman perusahaan pers patut diverifikasi oleh Dewan Pers. Sekitar 23,1%
responden ragu-ragu akan pernyataan yang sama, kemudian sekitar 21,7%
menyatakan sangat setuju akan pernyataan yang ada tersebut. Hanya sekitar 13%
responden yang menyatakan tidak setuju dan 1,7 % yang menyatakan sangat tidak

setuju akan pernyataan yang sama tersebut.

Selanjutnya nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi keberadaan ombudsman perusahaan pers didapatkan hasil sebagai

berikut:
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SS S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

1.79

Ombudsman menurut responden sangat penting karena menyangkut aspek
legalitas perusahaan pers. Menurut mereka perusahaan pers haruslah tertib hukum
karena pers menurut sebagain responden memiliki kekuatan yang sangat besar
sehingga dapat mempengaruhi opini di masyarakat. Responden sangat setuju jika
perusahaan pers harus dapat melayani keluhan masyarakat. Perusahaan pers

menurut sebagian responden bukan perusahaan yang tidak bisa salah.

Selanjutnya kebanyakan responden (41,7%) menyatakan setuju dengan
pernyataan mengenai keberadaan divisi legal/kuasa hukum perusahaan pers patut
diverifikasi oleh Dewan Pers. Selanjutnya sekitar 27% menyatakan sangat setuju akan
pernyataan yang sama dan 21,7% menyatakan ragu-ragu akan pernyataan yang sama

tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi keberadaan divisi legal/kuasa hukum perusahaan pers didapatkan hasil

sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS '

1.00 1. 2.60 3.40 4.20 5.00
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Menyambung dari poin sebelumnya, umumnya responden setuju pers harus
patuh secara hukum. Sebagian responden ingin perusahaan pers sebagai perusahaan
yang bisa ngeles jika ada kesalahan. Selama ini menurut sebagian responden pers bisa
mem-bully (trial by the press) sebuah perusahaan lain yang mengalami masalah
hukum. Namun jika ada perusahaan pers yang mengalami masalah hukum sejenis
tidak mendapat porsi pemberitaan yang sama. Untuk itu mereka setuju jika

perusahaan pers harus sejajar dalam hukum.

Selanjutnya kebanyakan responden (42,6%) setuju akan pernyataan mengenai
keberadaan SOP bagi perlindungan wartawan patut diverifikasi oleh Dewan Pers.
Selanjutnya sebanyak 33% sangat setuju akan pernyataan yang sama; dan hanya

sekitar 15,7% yang ragu-ragu akan pernyataan yang sama tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi keberadaan SOP bagi perlindungan wartawan didapatkan hasil sebagai

berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 420 5.00

Para responden umumnya menyadari beberapa perusahaan media tengah
mengalami kesulitan untuk bertahan belakangan ini. Bahkan mereka menyadari
banyak juga perusahaan media yang tutup. Dalam hal ini mereka umumnya sepakat
jika peusahaan media tutup wartawan yang akan menjadi korban terburuk dibanding
para pimpinan perusahaan pers. Responden ingin setiap media memiliki mekanisme

penyelamatan bagi wartawan jika situasi terburuk terjadi.
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Gambar 13
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pers produk pers produk pers

Berkaitan dengan produk pers, Gambar 13 menyajikan data berikut:

Sebanyak 39% responden menjawab setuju akan pernyataan bahwa Dewan
Pers patut melakukan visi-misi produk pers; kemudian sebanyak 26% responden

menjawab ragu-ragu; dan sekitar 24,3% yang menjawab sangat setuju.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi visi-misi produk pers didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1 .8( 2.60 3.40 4.20 5.00
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Menganggapi hal ini responden umumnya setuju agar visi dan misi sebuah
media diperiksa oleh Dewan Pers. Menurut sebagian responden menyatakan saat ini
Indonesia tengah menjadi tempat pertarungan beragam ideologi sehingga persatuan
bangsa menjadi pertaruhannya. Beragam ideologi tersebut, seperti paham radikal
menurut mereka, memanfaatkan media untuk menyebarkan pemikiran mereka.

Untuk itu mereka ingin Dewan Pers mengawasi ideologi perusahaan pers.

Untuk pernyataan Dewan Pers patut melakukan verifikasi keberlangsungan
produk pers, kebanyakan responden menjawab setuju (46,1%); diikuti oleh responden
yang menjawab ragu-ragu (22,6%). Dan sebesar 20,9% yang menjawab sangat setuju

untuk pernyataan yang ada ini.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan
verifikasi keberlangsungan produk pers lewat periodesasi terbit/tayang regular

didapatkan hasil sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

4.20 5.00

—
o
o
—
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Responden yang secara rutin berhubungan dengan wartawan merasa hal ini
sangat penting. Karena perusahaan media yang tidak terbit secara rutin selain
dianggap tidak kredibel juga menyulitkan responden dalam mendata atau melakukan
media monitoring. Sebagian responden merasa serba salah jika menghadapi
wartawan dari media semacam ini. Jika tidak dilayani mereka adalah wartawan, jika

dilayani tidak dapat diverifikasi pemberitaannya.

Untuk pernyataan Dewan Pers patut melakukan verifikasi keberagaman isi
produk pers, sebagaian besar responden (53%) menjawab setuju akan hal ini.

Kemudian sebanyak 20% menjawab ragu-ragu, esbanyak 19,1% menjawab sangat
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setuju akan hal yang sama.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Dewan Pers perlu melakukan

verifikasi keberagaman isi produk pers didapatkan sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.8D 2.60 3.40 4.20 5.00

Untuk hal ini responden umumnya menyatakan pers harus dapat mengayomi
semua pihak. Pers tidak boleh hanya mengambil satu sisi saja dari masyarakat. Pers
harus melihat masyarakat sebagai keragaman. Sehingga menurut responden pers
harus dapat menampilkan kebhinekaan Indonesia dalam berita-beritanya. Terlebih

saat ini menurut responden Indonesia sedang berada di ambang perpecahan.

Gambar 14

Verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers
melindungi hak khalayak pers
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melindungi kemerdekaan pers

Verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers /
meningkatkan profesionalisme pers 52.60%

Verifikasi perusahaan pers tepat dilakukan oleh
Dewan Pers

55.70%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

B Sangat Tidak Setuju [ Tidak Setuju  ERagu-ragu B Setuju M Sangat Setuju

44




Mengenai manfaat verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, maka Gambar 14

memperlihatkan beberapa hal berikut:

Sebagian besar responden dengan persentase 55,7% setuju akan pernyataan
bahwa verifikasi perusahaan pers tepat dilakukan oleh Dewan Pers. Responden yang
setuju tersebut diikuti oleh responden yang sangat setuju akan pernyataan yang sama,
dengan persentase sekitar 19,1%. Sedangkan sekitar 16,5% masih ragu-ragu dengan

pernyataan yang ada tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Verifikasi perusahaan pers oleh

Dewan Pers melindungi hak khalayak pers didapatkan sebagai berikut:

SS S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

1.79

Responden yang merupakan wakil dari publik merasa bahwa publik yang
menjadi korban jika perusahaan pers tidak didata dan diverifikasi. Saat ini menurut
sebagian responden pemberitaan di media sudah masuk pada tahap darurat dimana
baru terungkap adanya sindikat pembuat berita palsu yang bekerja berdasarkan
pesanan. Publik mengalami kesulitan untuk mempercayai media mana yang bisa

dipercaya dan mana yang memiliki kepentingan politik.

Selanjutnya sebagian responden (52,6%) setuju dengan pernyataan bahwa
verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers mampu meningkatkan profesionalisme
pers. Kemudian sebanyak 26,30% menyatakan sangat setuju dan sekitar 14,9%

menjawab ragu-ragu akan hal yang sama.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Verifikasi perusahaan pers oleh

Dewan Pers meningkatkan profesionalisme pers didapatkan sebagai berikut:
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‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00

Sebagian besar responden masih beranggapan perusahaan pers perlu diawasi
secara dekat. Menurut mereka profesionalisme diukur dengan pemberitaan yang
seimbang, tidak memihak dan tidak terlibat dalam politik. Dengan diawasi terus
menerus oleh Dewan Pers mereka percaya perusahaan pers tidak berani bermacam-
macam. Bahkan ada responden yang menyatakan jika tidak profesional perusahaan

pers perlu ditindak secara tegas.

Selanjutnya untuk pernyataan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers
melindungi kemerdekaan pers; sebanyak 42,6% menyatakan setuju; diikuti oleh
responden yang menyatakan sangat setuju (26,3%, lalu diikuti oleh responden yang

menajwab ragu-ragu sebanyak 14,9%.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Verifikasi perusahaan pers oleh

Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers didapatkan hasil sebagai berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 420 5.00
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Menarik untuk disimak bahwa verifikasi terhadap perusahaan pers menurut
responden merupakan suatu hal yang sudah seharusnya. Bahkan menurut sebagian
responden, semua lembaga baik swasta dan pemerintah juga mengalami proses
verfikasi. Seperti perguruan tinggi, rumah sakit, bahkan hotel. Jadi menurut mereka
jika ada penolakan terhadap verifikasi sebagai pengekangan kemerdekaan pers adalah

pemikiran yang aneh. Kemerdekaan menurut mereka ada batasnya.

Selanjutnya untuk pernyataan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers
melindungi hak khalayak pers, sebanyak 47,8% menjawab setuju; diikuti oleh
responden yang menjawab sangat setuju (26,1%); kemudian diikuti oleh responden

yang ragu-ragu sebanyak 20,9%.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Verifikasi perusahaan pers oleh

Dewan Pers melindungi hak khalayak pers didapatkan sebagai berikut:

SS S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 260 3.40 420 500

1.79

Responden yang merupakan wakil dari publik merasa bahwa publik yang
menjadi korban jika perusahaan pers tidak didata dan diverifikasi. Saat ini menurut
sebagian responden pemberitaan di media sudah masuk pada tahap darurat dimana
baru terungkap adanya sindikat pembuat berita palsu yang bekerja berdasarkan
pesanan. Publik mengalami kesulitan untuk mempercayai media mana yang bisa

dipercaya dan mana yang memiliki kepentingan politik.
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Gambar 15
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Dengan melihat Gambar 15 maka dapat dikatakan beberapa hal:

Sebagian besar responden (sekitar 51%) setuju dengan pernyataan bahwa
khalayak perlu mengetahui perusahaan-perusahaan pers yang lolos verifikasi Dewan
Pers. Mereka yang setuju, kemudian diikuti oleh responden yang menjawab sangat
setuju dengan persentase sekitar 37,4%. Hanya sekitar 9,6 % responden yang ragu-

ragu akan pernyataan yang ada tersebut.

Sedangkan nilai tengah untuk pernyataan Khalayak perlu mengetahui

perusahaan-perusahaan pers yang lolos verifikasi Dewan Pers didapatkan sebagai

berikut:

‘ SS ‘ S ‘ RR \ TS ‘ STS'

1.00 1.80 2.60 3.40 4.20 5.00
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Sebagian besar responden tidak tahu perusahaan media mana saja yang sudah
diverifikasi, untuk itu mereka ingin Dewan Pers memiliki mekanisme khusus untuk
memberitahu masyarakat mana media yang lolos verifikasi mana yang tidak. Hal ini
untuk memudahkan masyarakat untuk memilah-milah berita dari sumber mana yang

bisa dipercaya.

Terkait dengan kepercayaan masyarakat akan akurasi verifikasi perusahaan
pers oleh Dewan Pers, maka responden kebanyakan setuju dengan persentase sekitar
43,5%, diikuti oleh responden yang ragu-ragu (23,55%); kemudian diikuti oleh

responden yang sangat setuju sebesar 19% bagi yang menjawab sangat setuju.

3.1.3 Analisis Persepsi Publik Jakarta terhadap Verifikasi Perusahaan Pers

oleh Dewan Pers

Dari data di atas, dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Responden memiliki pengetahuan vyang terbatas tentang verifikasi

perusahaan pers oleh Dewan Pers. Namun demikian, mereka berkeinginan
untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang hal tersebut. Di
samping itu, sebagian besar responden memandang penting kebijakan
verifikasi perusahaan pers dimaksud.
Perlu kemudian untuk menutup kesenjangan tersebut, bukan hanya
melalui pemberitaan media, melainkan juga langkah-langkah sosialisasi
dan publikasi yang membantu diseminasi gagasan. Bagaimana pun, meski
telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pers, pendataan dalam bentuk
verifikasi perusahaan pers adalah hal yang relatif baru bagi publik.

2. Aspek-aspek yang diverifikasi oleh Dewan Pers terhadap perusahaan-
perusahaan pers mendapat persepsi yang secara konsisten positif dari
publik. Mulai dari aspek administratif, sumber daya manusia, kondisi fisik
perusahaan, kompetensi wartawan, kesejahteraan, perlindungan

wartawan, dan keberlangsungan produk pers.
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Dengan itu dapat dikatakan bahwa publik cenderung memberikan
persetujuan terhadap aspek-aspek yang diverifikasi; ia fokus dan sejalan
dengan maksud untuk meningkatkan profesionalisme pers, melindungi
kemerdekaan pers, dan melindungi hak khalayak pers. Aspek-aspek
dimaksud tidak mengarah pada kontrol dengan konotasi dominasi oleh
Dewan Pers terhadap perusahaan-perusahaan pers, melainkan konsisten
dengan amanat Undang Undang Pers.

Terdapat pandangan yang konsisten dari responden bahwa verifikasi
perusahaan pers memang tepat dilakukan oleh Dewan Pers. Bahkan
terdapat persetujuan pada tingkat yang juga konsisten bahwa verifikasi
tersebut dapat meningkatkan profesionalisme pers, melindungi
kemerdekaan pers, dan melindungi hak khalayak pers.

Dukungan semacam ini dapat menjadi modal tambahan bagi Dewan Pers
untuk bukan sekadar melanjutkan proses verifikasi untuk melingkupi
jumlah perusahaan pers yang lebih banyak, melainkan pula untuk memberi
kontribusi lebih besar pada tiga tujuan di atas.

Pada poin terakhir, publik tampak menghendaki informasi lebih lanjut
tentang proses sekaligus hasil verifikasi perusahaan pers. Poin ini menjadi
penting terkait keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik Dewan
Pers, keberlangsungan perusahaan-perusahaan pers yang professional,

serta perlindungan hak khalayak pers.

3.2 Analisis Hasil FGD

Pada tanggal 5 Desember 2017 di LSPR dilakukan Focus Group Discussion

(FGD) dengan melibatkan seorang pakar media sebagai pemantik diskusi dan

beberapa peserta FGD:

1.

Ignatius Haryanto, M.Sl.: Pemantik diskusi sekaligus Peserta FGD; Peneliti

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan/ Dosen UMN

2. Dr. Eriyanto: Akademisi — Dosen Komunikasi Universitas Indonesia

3. Hendrasmo: Mewakili Dirjen IPP Kominfo
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Dewi Susilo: Kominfo, Bagian Analisa Media
Dewi Hasyim: Staff Ahli DPR Gerindra
Nanang Haroni M.Si.: Staff Ahli Fraksi Demokrat/ Dosen UAI

N o v &

Dr. Dorien Kartikawangi: Anggota Perhumas dari bidang riset /Dosen PR Unika
Atmajaya Jakarta
8. Dr Irwansyah: Akademisi, Dosen Universitas Indonesia

9. Tri Alida Apriliaa: Humas Kemenpora

Dalam FGD tersebut ada beberapa hal yang menjadi titik pokok diskusi
perserta diskusi, misalnya tentang pro kontra pelaksanaan verifikasi Perusahaan Pers
oleh Dewan Pers. Masyarakat yang pro melihat bahwa ini adalah cara bagus cara legal
untuk memastikan bahwa audience mendapatkan hak- haknya untuk dapat dilayani
oleh media massa. Sementara yang kontra karena adanya trauma dengan segala hal

dan peraturan yang beraitan dengan pengekangan pers.

Hal lainnya yang menarik dibahas dalam FGD tersebut adalah tentang masalah
standart perusahaan pers yang sudah ada aturannya nomor 4 tahun 2008. Lalu
memunculkan pertanyaan yang bisa di kaji apakah isi dari peraturan ini akan cukup

pas untuk melihat berbagai hal?

Pengantar dari peraturan itu dikatakan bahwa peraturan ini disusun untuk
mewujudkan kebebasan pers maka disusunlah standart sebagai program perusahaan
pers agar dewan pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi pendidikan
hiburan dan sebagai lembaga ekonomi. Jadi di sini diharapkan perlu adanya
keseimbangan dari pers tidak hanya semata-mata untuk menutupi fungsi dasarnya

sebagai fungsi hiburan, pendidikan tetapi juga dilihat pers sebagai lembaga ekonomi.
Ada beberapa poin aturan standard perusahaan Pers:

1. Tentang berbagai macam bentuk perusahaan pers, apakah itu perusahaan
pers cetak, elektronik atau berita yang secara khusus menyediakan,

menyiarkan dan menyalurkan informasi.
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2. Berbadan hukum persero terbatas dan atau badan hukum yang dibuat

berdasarkan undang-undang.

3. Perusahaan pers harus mendapatkan kemudahan berhubungan dengan

instansi lain yang berwenang.

4. Memiliki komitmen untuk kehidupan bangsa.

5. Modal dasar sekurang-kurangnya sebanyak 50 juta rupiah diperuntukan

oleh dewan pers.

6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk
menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama

6 bulan.

7. Penambahan modal asing melalui pasar modal dan tidak boleh lebih dari

20% sesuai dengan visi undang undang penyiaran 2002.

8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya
sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13x

setahun.nah ini nanti akan menarik untuk dibahas.

9. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan lain kepada wartawan dan
karyawan seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, yang diatur dalam

perjanjian kerja bersama.

10. Dewan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan

karyawan yang sedang menjalankan tugas perusahaan.

11. Perusahaan pers dikelola dengan prinsip ekonomi agar kualitas wartawan
dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban

sosialnya.

12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada

wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
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13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers
tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus

mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung
jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media
cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut
dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang

diterbitkan atau disiarkan.

15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak
melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan

pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa

yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.

17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers
dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran

Indonesia.

3.2.1 Verifikasi Perusahaan Pers sebagai Penghambat Hoax

Dalam FGD tersebut Ignatius Hariyanto menyampaikan: “Menyikapi
verifikasi perusahaan pers oleh dewan pers memang ada kesan tidak adil
ketika perusahaan cetak di verifikasi oleh organisasi perusahaan pers yang
sebenarnya di peruntukkan ke SPS sementara untuk media elektronik
diverifikasi oleh KPIl. Tapi bagaimanapun juga verifikasi dilakukan untuk
melindungi kepentingan publik da n pekerja media itu sendiri. Jadi sekedar
gambaran soal hoax dan problem yang banyak muncul dan dikeluarkan oleh
kominfo dengan mencari situs penyebar hoax. Berkaitan dengan hoax ini,
maka isu verifikasi ini menjadi penting, dewan pers menemukan ada 3000

media online yang ada saat ini dan jumlahnya masih terus bertambah, tapi
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kalau tidak salah yang baru terverifikasi itu baru 77 dari 43000 itu. Hanya
online. Jadi memang melakukan verifikasi tidak mudah, tapi minimal ada
upaya menekan hoax ini dan itu dilakukan dengan cara verifikasi tersebut. Tapi
saya kira, ini tidak akan efektif kalo cara-cara lain tidak dilakukan. Dalam arti,
ini misalnya terkait media literasi, lalu penegakan hukum, terkait dengan
pelaku hate speech, atau misalnya yang memproduksi bergabung dengan
Saracen beberapa waktu lalu, tapi bagaimana itu diproses lebih lanjut dan

seberapa serius kita menangani kasus tersebut.”

Soal pentingnya kegiatan verifikasi perusahaan Pers oleh Dewan Pers
sebagai bagian dari mengantisipasi penyebaran hoax juga didukung oleh
Eriyanto; “Menurut saya, dewan per situ memiliki justifikasi yang kuat untuk
menyelamatkan inflasi dan peredaran hoax yang sudah mengkhawatirkan
sekali. beberapa waktu lalu melalui lembaga survey sudah 40% dari pengguna
Hp, mereka menerima hoax setiap harinya. Jadi, menurut saya, sekali lagi
bahwa hoax itu menjadi persoalan bukan hanya diindonesia tapi juga negara-
negara demokrasi yang lain jadi kalau di amerika misalnya yang mapan mereka
juga kesulitan untuk menghandle. Jadi hoax hoax itu bukan bagian dari
kebebasan tapi dia memanfaatkan kepentingan, memanipulasi lebih tepatnya

jadi, perusahaan ini cukup bagus, dewan pers punya justifikasi yang kuat”

Kedua pernyataan di atas pun didukung sepenuhnya dari pihak praktisi
Humas, Dorien Kartikawangi: “Di catatan saya itu, total jumlah media
diseluruh Indonesia itu ada 47000 media, 2000 cetak, 1500 radio dan tv,
kemudian online yang baru saja dirilis sudah naik 200menjadi 43500. Nah
kemudian disebutkan juga 77 terverifikasi, terverifikasi artinya, valid dalam hal
kompetensi wartawan, kode etik, ketika perusahaan pers dengan standart
kompetensi wartawan. Nah pertanyaannya adalah 77 yang terverifikasi itu
yang mana, dari 47000 itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah proses
verifikasi ini akan memakan waktu berapa lama oleh dewan pers. Karena kita
mengatakan bahwa, saya sependapat bahwa verifikasi itu akan membantu
memeriksa mana yang benar mana yang abal-abal. Kemudian ketika ada pro

dan kontra tentu karena ada setiap masing-masing punya kepentingan, nah
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dari perspektif PR cerita sedikit ya, jadi misalnya begini, di Jakarta mungkin ada
banyak perusahaan media yang wartawannya sudah memiliki remunerasi yang
cukup tapi didaerah belum tentu, wartawan yang memanfaatkan kesempatan
untuk mendapatkan amplop itu juga ada dan berita itu diciptakan apakah fake
news atau hoax itu misalkan begini, disatu persuahaan kelapa sawit, tiba-tiba
mereka masuk dan memotret, kan bukan big picture, kan itu sudah menyebar
luas dan menimbulkan crisis. Dari perspektif PR sendiri, verifikasi menjadi
penting, karena kemudia kita punya stakeholders mapping dalam hal media
mapping, mana yang betul, palsu dan mana yang akan membantu perusahaan
itu. Jadi relasi dengan media kan di bangun untuk terjadi engagement dan

membantu sustainability. Itu yang kita bicarakan dari PR.”

Menyikapi verifikasi perusahan pers oleh Dewan Pers, Nanang Haroni
memiliki Pandangan yang adagak berbeda dari ketiga narasumber lainnya:
“Setau saya dewan per situ melihatnya sebagai badan yang diverifikasi,
sebagai institusi, bisnis ya.. jelas nih, kalo dilihat dari syaratnya tadi minimal
50jt. Jadi, problemnya mungkin ada di devinisi itu, lalu sisanya kalo itu tidak
dalam keadaan baigamana?, fungsinya apa sih verifikasi itu? buat apaan ? jadi,
yaa mau ngomong apakalo misalnya yang terverifikasi adalah institusi yang
dalam tanda kutip mudah di control, ya yang kayak ada bagian keuangannya,
adaa yaa kalo itu misalnya terancam bisu, dan sebagai institusi dia punya
kekhawatiran, tapi kalau oraang atas nama citizen journalism dia mau
diposisikan dimana ? apakah dia masuk dalam kategori 3000 lebih tadi itu, dan

seterusnya ? saya kira itu problem yang harus diperjelas.”

Sementara itu Dewi Susilowati melihat posisi verifikasi perusahaan
pers seperti berikut: “yang saya lihat kondisinya adalah ranah dari arah
komunikasinya, masyarakat ini sudah tidak terlalu terakhir memposting media
mainstream, dia memposting media yang menurut dia cocok dengan apa
ideologisnya. Nah verifikasinya ini sendiri mungkin harus lebih mengarahkan,
arahnya itu harus menumbuhkan adanya control media perspektif. Selama ini
kan probelmnya kita gak tau, kita mau menunjukkan mana berita yang bener,

mana yang enggak. Informasi yang sedemikian kerasnya, sampe kita sendiri
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gak tau. Dan itu perlu effort yang khusus dan butuh waktu untuk menekan
hoax yang menyebar. Saya merasa bahwa Dewan pers melakukan verifikasi,
itu tidak masalah selama ujungnya itu adalah untuk kepentingan bersama.
Dalam arti, masalah fake check itu harus ada yang menghandle harus ada , jadi
gak di government aja, tapi ini semakin banyak media yang bisa diajukan akan

semakin baik”

Hal tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Dewi Hasyim: “kita tidak
berbicara tentang masyarakat modern , tapi saya melihat sekarang bahwa,
masyarakat ini tidak peduli lagi tidak peduli media cetak, tidak sedikit mereka
berfikir bahwa ah wartawan itu provokator, terlebih yang saya tahu, mereka
cenderung gaduh. Terutama bagi orang awam informasi itu baik atau tidak,
walaupun itu bentuknya hoax dan mereka berfikir itu benar atau tidak. apalagi
sekarang ada gadget, mereka tidak lagi mencari benar atau tidaknya, mereka
langsung menshare hoax tersebut. Dan ini menjadi pr bagi dewan pers,
bagaimana bisa memberikan informasi yang dalam rangka memberikan
informasi-informasi yang menseleksi dan memantau media online. Khususnya

yang semakin meracuni masyarakat.”

3.2.2 Persepsi atas Justifikasi Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers

Berkaitan dengan justifikasi Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan
Pers, semua narasumber memandang kegiatan ini sudah terjustifikasi dengan
tepat, lalu berikut ada dua tanggapan yang mewakili persetujuan rata rata

narasumber:

Hendrasmo: “iya, sangat justifyable, walaupun itu menurut saya itu
sangat justifie, menurut saya kita punya isu lain, kita harus punya definisi lain
soal kebebasan pers, itu harus di pisahkan segera. Karena kita kalo bicara soal
kebebasan, itu adalah bagian dari demokrasi. Tetapi isu lainnya yang perlu
diperhatikan adalah soal akuntabilitas sosialnya. Bahwa dalam verifikasi itu

yang diverifikasi bukan hanya prosedur, tapi juga harus ada verifikasi konten.”
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Pernyataan serupa didukung oleh Dorien Kartikawang: “justified tadi
sudah di sampaikan argumentasi latar belakang, saya kira kita melihat dari
perspektif yang positif meskipun ada kekurangan, tapi memang harus ada yang
mulai dan secara konsisten melakukan itu. Dukungan masyarakat harus ada
yang memulai, tadi verifikasi substansi atau konten, kemudian media literasi,
hoax atau bukan, artinya melibatkan masyarakt untuk memverifikasim
menjadi sebuah kekuatan bagi dewan pers atau dia juga menggandeng dan
tidak mempertentangkan siapa yang harus mempertanggungkan bagaimana
kita menciptakan suatu kolaborasi antara dewan pers dengan sps dan juga
mengajak masyarakat turut serta, itu sudah cukup besar. Karena yang dihadapi
kekuatan yang massif kan, apalagi akun yang sengaja diciptakan. Jadi tidak

perlu dipertentangkan, malah dicari solusi. “

Tampak jelas bahwa kebutuhan dan keberadaan verifikasi Perusahaan
Pers yang dilakukan oleh Dewan Pers menjadi sesuatu yang dipersepsikan
secara positif dan didukung oleh kalangan akademis, praktisi Humas, politisi

dan juga pemerintah.

3.2.3 Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Verifikasi Perusahaan Pers

Meskipun demikian persoalan prosedur dan pelaksanaan verifikasi,
tata cara, sistem kerja, dan akuntabilitas dari pihak Dewan Pers sendiri masih
tetap banyak dikritisi oleh para narasumber peserta FGD, seperti yang

dikemukakan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

Nanang Haroni: “Saya ingin menyampaikan dua poin yang pertama
begini seperti tadi saya mengatakan soal sertifikasi wartawan, saya
berpandangan bahwa yang sudah memiliki sertifikasi saya tidak percaya begitu
saya. Jadi saya mendengar cerita bahwa sertifikasi itu ada semacam
kongkalikongnya juga. Dan harus hati-hati dan harus ada prosedur yang cukup
ketat. Dan saya tidak tahu apakah 77 media yang terverifikasi ini, apakah

masyatakat dapat mengakses dengan cepat data itu? Terakhir kita saya
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membuka situs dewan pers, ketika wartawannya sudah terverifikasi, kita bisa

melihat nama wartawan itu. Ya? terkait dengan soal perusahaan pers itu. “

Pernyataan Nanang Haroni di atas kemudian ditanggapi dengan sudut
berbeda oleh Dorien Kartikawangi: “ini justru tantangan bagi pihak yang
melakukan Verifikasi. Kalo kemudian media itu bisa membeli verifikasi untuk
klaim bahwa saya terverifikasi, itu bahaya, makanya harus ada control dan
kolaborasi tadi harus saling melihat. Apakah itu terjamin atau tidak. kalo
mereka dengan mudah memberikan verifikasi kalo misalnya dengan teman

dekat, itu agak repot juga. Kalo memang itu menjadi alat jual.”

Istilah kongkalikong muncul dari pernyataan narasumber di atas dan
juga istilah “sekadar formalitas,” terucapkan dalam proses FGD tersebu,
seperti yang tuturkan oleh Hendrasmo: “saya mau menambahkan komentar
sedikit. menurut saya verifikasi itu hanyalah formalitas partial, tantangannya
adalah maraknya pekerjaan dalam informasi terutama informasi yang
mencakup demokrasi, yang tidak normative, yang bisa memberi pencerahan
bagi orang dalam membuat keputusan. Kalau yang terjadi adalah sekarang
adalah frameworksnya lebih formalitas dalam kacamata akuntabilitas, hukum
gitu. Menurut saya kita perlu memunculkan issue yang lain, yang perlu
engagement, siapa yang bertanggung jawab. Dewan pers saja tidak cukup,

resourcesnya terbatas.”

Istilah-istilah yang berkaitan sistematika kerja Dewan Pers, terutama
berkaitan dengan persoalan teknik yang dihadapi oleh Dewan Pers. Hal ini jelas

tampak dari hasil FGD tersebut:

Dewi Susilo: “ada tanggung jawab pers untuk ikut mencerdaskan
bangsa.....nah ukuran media yang dia miliki agar bisa terverifikasi,
mengukurnya seperi apa tuh, mencerdaskan kehidupan bangsa ? ngukurnya
berapa banyak yang melakukan apa. Saya gak paham, itu penting juga kita
mengetahui metodenya seperti apa, media itu lebih mencerdaskan yang itu

enggak. Hal ini nanti akan efeknya kepada ujung dari pada verifikasi tadi,
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verifikasi itu gak Cuma dalam hal administrative, saya melihatnya, admin itu

penting tapi masalah substansinya juga perlu di perhatikan.”

Hal senada juga disampaikan oleh Eriyanto: “menurut saya,
tantangannya itu adalah bagaimana mengatasi media yang “format”nya baru
dan sekali lagi memang harus di verifikasi , kalau medianya yang lama, pasti
ada alamatnya, dan seterusnya. Di media yang versi baru inilah yang lebih sulit
dimonitor. Yang menjadi sulit ini yang tadi itu ya, apakah verifikasi yang
dilakukan oleh dewan pers tadi mampu mengatasi fenomena vyang

kecenderungannya untuk media baru, yang formatnya tuh sangat berbeda.”

Secara umum para peserta melihat bahwa verifikasi harus dijalankan

dengan transparan sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
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BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, yang telah dijalankan sejak
2016 dan diakselerasi pada 2017 adalah bagian dari pelaksanaan amanat
UU Pers yang memberi mandat kepada Dewan Pers untuk mendata
perusahaan pers. Verifikasi yang sama adalah bagian dari langkah Dewan
Pers untuk mendorong semakin banyak perusahaan pers meratifikasi
empat Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik, Standar
Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar
Perlindungan Profesi Wartawan. Hal ini merupakan bagian dari upaya
untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan
pers nasional.

2. Survei persepsi publik Jakarta terhadap verifikasi perusahaan pers oleh
Dewan Pers melibatkan 115 responden dengan memperhitungkan varian
usia, pekerjaan, dan pendidikan mereka. Responden adalah mereka yang
mengetahui bahwa Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap
perusahaan-perusahaan pers. Sebagian besar dari mereka pun mengikuti
informasi tentang verifikasi tersebut, dengan 34,8% setuju dan 12,2 sangat
setuju. Dari total responden, sebagian besar juga memandang penting
verifikasi tersebut, dengan 43,5% setuju dan 34,5 persen sangat setuju;
4,3% lainnya menyatakan tidak setuju dan hanya 0,9% sangat tidak setuju.

3. Berkenaan dengan aspek-aspek yang diverifikasi, responden secara
konsisten memiliki persepsi yang cenderung positif. Tujuh aspek yang
diverifikasi, yaitu aspek administratif, sumber daya manusia, kondisi fisik
perusahaan, kompetensi wartawan, kesejahteraan, perlindungan
wartawan, dan keberlangsungan produk pers. Terdapat pandangan bahwa
verifikasi tas aspek-aspek tersebut dapat membantu meningkatkan
profesionalisme pers, melindungi kemerdekaan pers, dan melindungi hak

khalayak pers.
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4. Dengan pengetahuan yang terbatas tentang proses dan hasil verifikasi
perusahaan pers, para responden menghendaki transparansi sekaligus
akses informasi lebih baik tentang hal tersebut. Terbatasnya akses
informasi terhadap proses dan hasil verifikasi bukan saja membuat publik
tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai hal tersebut, melainkan
pula kesulitan untuk melakukan kontrol atasnya. Kontrol publik
memungkinkan akuntabilitas lebih baik verifikasi, dan tidak menjadikannya
sekadar sebagai formalitas. Faktanya, perusahaan pers yang belum
terverifikasi tidak otomatis lebih buruk kualitasnya dibandingkan yang
telah terverifikasi. Juga bahwa perusahaan-perusahaanpers dapat
mengalami fluktuasi yang berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme
mereka.

5. Bahwa akselerasi verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan
seiring maraknya kabar bohong yang beredar terutama melalui Internet
untuk kepentingan pemenangan Pemilu, muncul pandangan kritis bahwa
langkah verifikasi sulit untuk mampu menangkal kekacauan tersebut.
Verifikasi mungkin dapat mendorong perusahaan pers untuk berlaku lebih
profesional, tetapi verifikasi sulit diharapkan berperan langsung mencegah
penyebarluasan kabar bohong. Terlebih bahwa kabar bohong semacam itu
sering disebarluaskan melalui media online yang pertumbuhannya
melonjak dalam tahun-tahun terakhir. Juga bahwa kabar bohong banyak
disebarkan bukan sebagai suatu karya jurnalistik, yang membuatnya
berada di luar ranah kendali Dewan Pers.

6. Dalam kerangka verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers dipandang
berhadapan dengan beberapa tantangan penting. Pertama, Dewan Pers
harus mampu menyelaraskan kinerja dengan format media yang
mengalami transformasi dalam masa-masa terakhir. Kedua, lonjakan
pertumbuhan jumlah media —termasuk satu perusahaan induk yang
mungkin menerbitkan beberapa media— yang mungkin memengaruhi
efisiensi kinerja verifikasi. Ketiga, perlu didorong public engagement yang
lebih besar dalam rangka mempersempit celah yang mungkin ditinggalkan

oleh proses verifikasi perusahaan pers.
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4.2 Saran
1. Dewan Pers perlu menyiarkan secara berkala proses dan hasil verifikasi
kepada publik. Transparansi memungkinkan kontrol publik atas kinerja
verifikasi, dan pembaruan informasi memungkinkan pengetahuan lebih baik
publik.
2. Perlu dirumuskan bentuk-bentuk public engagement, yang berpeluang
bukan saja untuk membantu kerja Dewan Pers melainkan juga dapat
mengembangkan kehidupan pers yang demokratik partisipatori.
3. Dalam kerangka menangkal berita bohong, yang mungkin disebarluaskan
melalui pers, Dewan Pers dapat bekerja sama dengan institusi-institusi publik
atau pun organisasi-organisasi non-pemerintah yang memiliki keterampilan
khusus serta akses memadai terhadap pemberitaan dimaksud.
4. Kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dapat diarahkan untuk
meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan tingkat lebih baik
literasi media, masyarakat bukan hanya mampu memilah berita bohong, pada
saat bersamaan masyarakat memiliki tuntutan yang lebih tinggi terkait kualitas

pemberitaan dan profesionalisme perusahaan pers serta pekerja pers.
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Curriculum Vitae

Nama: Arif Susanto.

Pendidikan Tinggi:

1. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas [lmu Administrasi Universitas Brawijaya,

Malang.

2. Magister [lmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengalaman Kerja:

1. Pengajar di STIKOM The London School of Public Relations.
2. Pengajar di Fakultas [lmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.

3. Pengajar di Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.

4. Editor di Penerbit Erlangga, Jakarta.

5. Penerjemah buku di Penerbit Marjin Kiri, Penerbit Erlangga, dan Publishing One
Jakarta.

6. Peneliti di Pusat Studi Pertahanan & Perdamaian Universitas Al-Azhar Indonesia.

7. Peneliti di PSIK Indonesia.

Publikasi:
1. Harian Kompas.
2. Majalah Esquire Indonesia.

3. Jurnal Mondial, HI Universitas Al-Azhar Indonesia.



Curriculum Vitae
Artini

A. IDENTITAS
1. Nama: DR. Artini, M.Si
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat/Tanggal lahir: Padang/10 Maret 1957
Alamat Rumah: J1 Mede No. 17 Rawamangun, Jakarta Timur
Alamat Kantor: JI KH Mansyur Kv 35 Jakarta Pusat
Jabatan Fungsional/NIDN: Dosen/1705 10035001
Email/Hp: artini@lspr.edu/0816 183 2380
Hobby: wisata alam, baca novel

X NNk

B. PENDIDIKAN
1. S-3 Bahasa Universitas Negeri Jakarta 2005
2. S-2 Ilmu Komunikasi Ul 1996
3. S-1Ilmu Komunikasi UIC 1989
4. Akademi Penerangan (dinas) 1975

C. PENGALAMAN KERJA

1. Wartawan LKBN ANTARA 1975 — 2006

2. Dosen STIKOM London School of Public Relations Jakarta 2000 - sekarang

3. Instruktur Sekolah Jurnalistik Indonesia/SJI 2010 - sekarang

4. Instruktur Safari Jurnalistik PWI Pusat 2013 - sekarang

5. Penguji UKW - Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat 2012 - sekarang

6. Penguji UKW - Uji Kompetensi Wartawan di STIKOM LSPR 2014 - sekarang

7. Instruktur Sosialisasi Panduan Kerja Jurnalistik Responsif Gender Kemen PP-
PA 2016 - sekarang

8. Anggota Komisi Pendidikan PWI Pusat 2013 - sekarang

9. Anggota Pokja Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers 2016 -
sekarang

10. Anggota Tim Peneliti Indeks Kemerdekaan Pers/IKP Dewan Pers 2017 -
sekarang



D. KARYA BUKU LIMA TAHUN TERAKHIR
Hubungan Mesra dengan Media 2012

Potret Media 2013

Remaja Melek Media 2015

Rahasia Tulisan Kreatif di Media 2016

Riset Jurnalistik 2017

Nk W=

E. PENGHARGAAN
1. The First Researcher STIKOM London School of Public Relations Jakarta 2015
2. Lifetime Achievement LKBN ANTARA 2016
3. Penghargaan Karya Jurnalistik ADINEGORO 1996 dan 1999

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila kemudian hari ternyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 22 Agustus 2017

DR.Artini, M.Si



Curriculum Vitae
Lestari Nurhajati (Nuri)
Bukit Rivaria G4/27 Sawangan, Depok
Mobile Phone: 081212656364
e-mail:
lestari.nurhajati@gmail.com, CC:
lestarin@yahoo.com
* Education :
- Indonesia University, Doctor (Cumlaude) on Communication Department, Faculty of Social
and Political Sciences (FISIP), Jakarta 2014.
- Indonesia University, Master of Science on Communication Department, Faculty of Social and
Political Sciences (FISIP), Jakarta 2009.
- Airlangga University, Graduate on Communication Science, Faculty of Social a Sciences (FISIP),
Surabaya 1994.

* Professional Experience :

- Lecturer and Head of Thesis Dept. at London School Of Public Relations (LSPR) Jakarta (February
2016 - Present)

- Lecturer and Head of Centre of Communication Studies (Puskakom UAI) on Department
Communication, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) at University Al Azhar Indonesia,
Jakarta ( May 2010 - Januari 2016)

- Associate Creative Director and Commissioner at Script MedKom, Production House (August
2004 - Present)

- Career consultant at Konsultan Karir (August 2008 - present)

- Editor in Chief at www.konsultankarir.com (August 2008 - December 2010)

- Outreach Team at Operation Center BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh - Nias),
based on Banda Aceh, funding by UNDP (February 2006 - July 2007)

- Senior Editor/Managing Editor at TAMASYA Magazine - Traveling magazine (2004 - 2006)

- Writer and Talent Coordinator Assistant at Azura Telemedia International, Production House of

Femina Group (2003-2004)

- Senior Editor at ME (Male Emporium) Magazine - Man Life Style magazine (2001-2003)

- Journalist at JURNAL PEREMPUAN (2001)

- Editor at MOBIL Magazine — Automotive magazine (2000 - 2001)

- Program Officer at DIAN MANDIRI Foundation, Social and Economic Development Centre - Non
Government Organization, Tangerang (1998 - 2000)

- As a lecturer on Communication Studies at Faculty of Political and Social Sciences, Bhayangkara
University, Surabaya (1996 - 1998)

- Editor at Airlangga University Press, Publishing and Printing (1995 - 1996)/Coordinator Reporter
WARTA AIRLANGGA

- Radio Reporter at TODAY — KBDJ FM, Surabaya, with call name on air; Nuri ABD (1994 — 1995)

* List Research Project and Position :
- The Influence of Hate Speech to the Decision of Choosing Among Young Electors in the Election
of DKI Jakarta (2017, Researcher/Writer)


mailto:lestari.nurhajati@gmail.com
mailto:lestarin@yahoo.com
http://www.konsultankarir.com/

- Ethics and Philosophy of Communication in Social Media Usage at Millennial Generation in
Indonesia (2016, Researcher/Writer, Presenter at International Conference on Critical Issues in
Eastern and Western Philosophy, Kathmandu, Nepal)

- Attitude and Ethics of Social Media Using on Freedom Expression Issue (The 3™ Winner of the
3" IMRAS —Indonesia Media Research Awards & Summit 2016, Researcher/Writer)

- Grab the Attention of External Audiences through Online Media (Winner of The 1t Public
Relations Indonesia Research Summit & Awards — PRISA 2016, Researcher/writer)

- Pattern of Media Consumption on Z Generation in Indonesia (Winner of SPS Choice the 2"
IMRAS Indonesia Media Research Awards & Summit 2015, Researcher/Writer)

- Collective Behavior on Online Media in the Process of Political Communication; Study of
Establishment of KawalPemilu.org in Indonesian Presidential Election 2014 (2015,
Researcher/Writer)

- Violent Culture by Islamic Defenders Front through Online Media towards Identity Projection of
Indonesian Muslim Groups (2015, Researcher/Writer)

- Democracy on Online Media by Democracy at Media Online detik.com, kompas.com,
liputan6.com, tribunnews.com, and merdeka.com (2014, Researcher/Writer)

- Marketing Politic Strategy of 14 Political Party on Election 2014, Public Relations Strategy by
Online Media (2014, Researcher/Writer)

- Character and Figure of Indonesia President Candidates 2014, Framing Analysis on Editorial
KOMPAS 2013)

- New Media Culture in Public Sphere of Political Communication; Studies on The Use of New
Social Media by Celebrities as Parliament’s Member in Indonesia (2013, Researcher/Writer)

- Philanthropy, Transparency and Mass Media Indonesia; Sustainable Systems of governance In
Media (2013, Researcher/Writer, Presenter at The International Academic Forum —IAFOR, Osaka,
Japan)

- Marketing Communication of Indonesia Tourism in New Media; Study on Traveling Blogs about
Indonesia (2013, Researcher/Writer)

- Mapping Online Media Using; Research and Audit Monitoring Program Online Media in Financial
Departemen Indonesia (2012, Researcher/Writer)

- Interpersonal Communication on New Social Media for the Governor’s Campaign; Study at
Twitter’s of Governor Candidates at DKI Jakarta Govern Election in 2012 (2012,
Researcher/Writer)

- Identification of Youth Identity in Media Digital (2011, Researcher/Writer)
- Pattern of Communication on Youth Marriage Decission (2011, Researcher/Writer)

- Religious Symbols through Social Media (2011, Researcher/Writer)

- Community Responses on the Government’s Social Media; Study at Twitter Metro
Community Polda Metro Jaya (2011, Researcher/Writer)

- The Death of Infotainment; Case Study on Banned of SILET Infotainment in Indonesia

(2011, Researcher/Writer)

- Open Market And Regulation of Media Convergence In Indonesia; Study on Tempo Newsroom
(2011, Researcher/Writer)

- Digital Media Use In Political Communication; Case Study on Women Parliament Members in
Indonesia period 2009-2014 (2010, Researcher/Writer)



- Grassroot Women Opinion of Forbiden Fatwa on Take Motorcycle Rent (Ojek) (2010,
Researcher/Writer)
- Meaning and Using Arab Term as Religion Symbolization in Islam Fundamentalism Group at
Indonesia (Critical Discourse Analysis at Front Pembela Islam Indonesia (FPI), Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS)) (2009, Research to achieve Master Degree)
- National Institutional Survey with Funding From World Bank, Jakarta (1999, Interviewer)
- Knowledge about Health Nutrition on girls at Surabaya and Madura (1998, Interviewer)
Impact from relation ABRI and Businessman at Surabaya (1996, Interviewer)
Utilization of penetrate water system at Surabaya City (1996, Interviewer)
Local Consumption of Global Television in Surabaya (1996, Member)
Satellite Reception in East Java: A Pilot Study (1995, Interviewer)
Selection Theme and Source Pictures at Front Newspaper (Analysis Study Comparing at
Kompas, Jawa Pos, and Surabaya Post Newspaper) (1994, Research to achieve Graduate
Degree)
- Monitoring and Implication for Social Service City Program at Slum Area and Poor

Society in Surabaya (1994, Member)
- The Care Centre of Children: A Pilot Study (1993, Interviewer)
- Influence of Social Demography Characteristic to Reader habit on Woman Magazine (1992,
Interviewer)
- Knowledge of Health by Business Woman on Fresh Food at East Java, Surabaya (1991,
Interviewer)

* Books Published:

- Nurhajati, Lestari dan Ardiningtiyas Pitaloka. 2015. My Career is Multi Career. Salatiga:
Metagraf

- Rusfian, Effy dan Lestari Nurhajati. 2015. Political Public Relations Dalam Media Sosial (Kajian
Teoritis dan Implementasinya untuk Kandidat Politik). Jakarta: Ul Press.

* Project and Position :

- Associate Producer KNRP Radio on program Teman Sore; Bincang SIAR (Serius, Informatif
Seputar Penyiaran) with RPK FM Radio (Agustus 2017- Present)

- International Observer on Myanmar Election, March - April 2017

- International Observer on Audit and Recount on Presidential Election Result of Afghanistan
August-September 2014

- Trainer on Training for INDEPTH Indonesia Independent’s Observer Election, March 2014

- Fasilitator on preparing Political and Election Votter Education’s modul for Migrant Worker,
March 2014

- International Observer on Nepal Election, November - December 2013

- Speaker on Community Development Modul Preparation by One NGO'’s at Jakarta, May 2011

- International Observer on Phllipine Election, March 2010

- Trainer on Career Day Universitas Indonesia, May 2009

- International Observer on Afganistan Election, August - September 2009

- Script Writer and Fotografer at Kampanye Anti Narkoba, Indonesiaku Benar, Event, Song
Contest, etc, March - May 2009



- International Observer on Nepal Election, March - April 2008
- Media Relation Coordinator, Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF) BRR, August - December
2008

* Social and Professional Organization Activity :

- Founder and General Secretary of APJIKI (Asosiasi Pengelola Jurnal liImu Komunikasi Indonesia)
(February 2017 - Present)

- Member of KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran) Indonesia (2016 - Present)

- Board Advisor Yayasan SE Empower Indonesia (2016 - Present)

- Board Member of Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Jakarta (2012 - 2015)

- Founder and Board of Yayasan Ameera (2013 - Present)

- Founder and Researcher of INDEPTH Indonesia (Institute for Democracy, Politics, and Human
Rights), NGO in Indonesia (2010 - Present)

- International Observer of ANFREL (Asian Networking For Free Election) based on Bangkok,
Thailand, (2008 - Present)

- Member of ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) (2010 - Present)

- Head of Training and Education Division at KIPP (Komite Independen Pemanta Pemilu), Jakarta
(1999 - 2009)

- Community Development Division at IPCOS (Institute for Policy and Community Development
Studies), Jakarta (1998 - 1999)

- Communication Division at SAVY AMIRA, Women’s Crisis Centre at Surabaya (1997 - 1998)

- General Secretary for Surabaya Photography Society (PSS-Persatuan Seni Foto Surabaya) (1995
-1997)

- Vice of Secretary for lkatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) Cabang Surabaya (1994 -1997)

- Editor of Bulletin ANAK INDONESIA, Publisher by Badan Pengurus Daerah Forum Komunikasi
Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FK-PPAI) Tingkat Jawa Timur (1993 - 1994)

* Personal Data:
- Birth : Kediri, June 9, 1970
- Sex : Female
- Religion : Moslem
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Jurnal Equilibrium, PSPP Universitas Al-Azhar Indonesia.
Jurnal Respons, Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya.
Jurnal Titik Temu, Nurcholish Madjid Society.

Jurnal Nasion, Pusat Pengkajian Strategi Nasional.

Jurnal Studi Kepolisian, Sekolah Tinggi [lmu Kepolisian.

Jurnal [lmu Pemerintahan, Masyarakat [lImu Pemerintahan Indonesia.



IT1.

CURRICULUM VITAE

ADMINISTRATIVE DATA

Name : Dr. Joe Harrianto Setiawan

Age : Bandung, June 11, 1970

Nationality : Indonesia

Marital Status : Married

Residence : JI. Gumin Maih No. 11 Bambon Raya RT02/17

Beji Depok 16421 Indonesia
Cellular telephone : +628551161970
E-mail : joe.hs@lspr.edu joeharrianto@gmail.com

ACADEMIC BACKGROUND

Doctoral Degree
2010 — 2016 Communication Doctorate Program - Post Graduate
School Universitas Sahid Jakarta

Magister Degree
2005 - 2007 Marketing Public Relations - Post Graduate Program
STIKOM THE LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS

Bachelor Degree
1989 — 1994 Journalism Study Faculty of Communication Science
Universitas Padjajaran



ITI.

WORK EXPERIENCE

EDUCATION

Period
Post
Course

Institution
Address

Period
Post
Course

Institution
Address

Period
Post
Course
Institution
Address

: January 2001 - Now
: Lecturer & PGP Thesis Coordinator
: Introduction to Mass Communications,

Mass Media Management, Print Media Production,
Creative Writing

: STIKOM London School of Public Relations
: Sudirman Park Campus, JI. KH Mas Mansyur Kav 35

Jakarta 10220 Ph. (62-21) 57943751

: January 2003 - 2005
: Lecturer
: Writing for Television, Television Programming,

Ethics

: AKOM Bina Sarana Informatika
: JI. Salemba Tengah No. 45

Jakarta Pusat 10440 Ph. (62-21) 3100041

: July — December 2001

: Lecturer

: Mass Communications

: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana
: JI. Raya Meruya Selatan, Kembangan,

Jakarta Barat 11650 Ph. (62-21) 5840816 (Hunting)

MEDIA & PUBLISHING

Period
Post
Publisher
Institution
Address

Period
Post
Publisher
Institution
Address

Period
Post
Publisher
Institution
Address

Period
Post
Publisher
Institution

: July 2001 - Pebruary 2003

: Content Consultant

: www.ikomerz.com

: PT. Ikomerzindo Centra Artha

: JI. Banjar Sari II No.3 C Cilandak Barat Jakarta

Ph. (62-21) 7507303 (Hunting), Fax. 75818944

: August 2000 - October 2000

: Executive Editor

: Bintaro Gazette

: PT Surya Caraka Advertising

: JI. Maleo V Blok JB-8 No.6 Sektor IX Bintaro Jakarta

Ph. (62-21) 7458245, 7458166

: March - July 2000

: Senior Editor

: Economic & Trading Tabloid 'KIOSK’

: PT. Niaga Antar Segaratama

: JI. Perkici I EB-1N0.20 Sektor V Bintaro Jakarta

Ph. (62-21) 73889384, 73889384 Fax. 7358346

: 1998 - 1999

: Editor

: Business & Management Magazine ‘STRATEGI'
: PT. Mitra Dunia Reformasi



IV.

Address

Period
Post
Publisher
Institution
Address

: Plaza Bisnis Kemang Gd.I Lt.1 JI. Kemang Raya No.2

Jakarta Ph. (62-21) 7194701, 7194674 Fax. 71791176

: 1990 - 1994

: Correspondent/Reporter

: HAI Magazine

: Gramedia Group

: JI. Palmerah Selatan 23-26 Gedung Unit II Lt. V Jakarta

Ph. (62-21) 5483008, 5490666

PUBLIC RELATIONS & ADVERTISING

Period : 1997 - 2000

Post : Media & Research Manager

Institution : PT. Goresan Emas Trikarya

Address : Plaza Bisnis Kemang Gd.I Lt.1 JI. Kemang Raya No.2
Jakarta Ph. (62-21) 7194701, 7194674 Fax. 7993294

Period : 1996 - 1997

Post : Copywriter

Institution : PT. Bunga Kreasitika Produktama

Address : JI. Suryakencana Bandung

Period : 1995 - 1996

Post : Media Manager

Institution : PT. Mahsyar Enderia Cipta

Address : Kompleks Batununggal Estate Bandung

Period 11994 - 1995

Post : Surveyor

Institution : PT. Surindo Utama

Address : JI. Pasar Minggu 10 Jakarta

PUBLICATIONS

Biography

* Editor 50 Panggung Teater London School Gramata Publishing,
Jakarta, 2010

e Writer & Editor NADINE CHANDRAWINATA: Pantaskah Aku
Mengeluh, LSPR Publication, Jakarta 2005

e  Writer SOEDARPO SASTROSATOMO, AKSARA KARUNIA, Jakarta,

2005

* Writer SUBIAKTO TJAKRAWERDAJA, AKSARA KARUNIA, Jakarta,

2004

*  Writer WIYOGO ATMODARMINTO, JALINAN KASIH PASANGAN
EMAS WIYOGO-NETTA, REUNI MEDIA SPECIALIST, Jakarta, 2004

*  Writer AR SOEHOED, MENYERTAI SETENGAH ABAD PERJALANAN
REPUBLIK, PUSTAKA SINAR HARAPAN, Jakarta, 2001

*  Writer FADEL MUHAMMAD, SAYA PILIH JADI PENGUSAHA,
PUSTAKA SINAR HARAPAN, Jakarta, 2000

Novel

e JAVA JOE: Rahasia Kebangkitan Rara Jonggrang, BENTANG
PUSTAKA, Yogyakarta, 2008



Curriculum Vitae

Drs. B. Sri Tunggul Pannindriya, M.A Lecturer and Thesis Coordinator for Executive Class

(Postgraduate Program)

Research Interest:

Political Communication, and Media Studies

Biography:

Sri Tunggul Pannindriya graduated from Master of Arts (M.A) at University of Wales, UK,
majoring Media Studies. He was Born in Jakarta, 17th April 1964. He is a researcher and
lecturer at LSPR-Jakarta. He teaches several subjects, for instance Media and Entertainment,
Issues of Indonesian Foreign Affairs and Argumentation and Decision Making at The

London School of Public Relations, Jakarta.

Researcher’s Project:
2014. Political Participation Voter Beginner Through Social Media Ahead of Presidential
Election 2014 (with Taufan Teguh Akbari)

Community Services Project:

2014. Media Literacy for new voters in Bekasi.

2013. Managing the Internal magazine in Church of St. Bartholomeus at Bekasi.
2011. Education Journalists junior high school students in Jakarta.

2010. Media Literacy for environmental activists in Southern Sulawesi.



Curriculum Vitae

VITA ALWINA DARAVONSKY BUSYRA, MLA

J1. Puri Bintaro PB 7A No. 39, Perumahan Puri Bintaro, Bintaro Sektor 9, Pd. Aren, Tangerang Selatan, 15413
Cell: +62 953-6541-8089 |[WA: +62 812-9920-7774
E-mail: vita.adb@lspr.edu & vita.busyra@gmail.com

PERSONAL SUMMARY

A bilingual person seeking a career to share knowledge and experience with students and gain more
experience into the education and teaching field. A quick learner who can absorb new ideas and build
extensive networking. Determined in working towards a goal, reasonable in making tough and logical

decisions. Comfortable in taking charge of and motivating others, and enjoys initiating action.

EXPERIENCE
Experience
The London School of Public Relations, Jakarta, Indonesia
Lecturer

September 2014 — present
* Basic Journalism
* Public Relations and Media Handling
* Creative Writing for Mass Communications
* Intro to Mass Communications
* English for Business Communication
Thesis Advisor
September 2014 — present
* Thesis Advisor for Mass Communications, Advertising, and International Relations
Executive Editor, Communicare: Journal of Communication Studies
January 2016 — present
Research Manager
January 2016 — present
* Responsible for both external and internal events -discussions and workshops- conducted in
the Research Centre, LSPR-Jakarta.
* Responsible in contacting and maintaining relations with campus affiliations, universities,
institutions, and ministries.

The Jakarta Globe, English Newspaper, Jakarta, Indonesia
Journalist
February 2014 —August (7 months)
* Covering national desk focusing on social and political issues and international relations
* Held executive interviews with public officials and foreign officials
* Attained a fellowship on “Reporting on Forests in Southeast Asia” held by Center for
International Forestry Research (CIFOR)

Thoroughfare Magazine, University of St. Thomas, Houston, Texas
Editor-In-Chief
July — December 2013 (6 months)

Vita Alwina Daravonsky Busyra

1



* Responsible for the entire editorial content of the magazine, which focused on theology,
featured faculty, community issues, student perspectives, student activities, student
experiences, and travel writing. Duties include:

- Managed a staff of 10 and oversaw a $10,000 budget for biannually print edition for over
3,600 students

- Planned the entire content for the publication and editorial calendar

- Promoted publication to potential writing contributors in campus

- Assigned articles to staff writers

- Edited and proofread articles

- Worked with the creative team for layouting and contributed front cover and headers of
each topics of the articles

Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (PERMIAS) Houston, Texas
President
September 2011 — September 2013 (2 years)
* Integrated Indonesian students from different colleges and universities around Houston and
its surrounding area through social gatherings, sports, and cultural and academic events
* Positioned as an informer for Indonesian students who arrived from their hometowns
* Promoted Indonesia to Indonesians and foreigners through campus, events, and movies
screening, such as participating in various International occasions, commemorating
Mother’s Day, and promoting traditional dances, musical instruments, cultural heritage as
well as Indonesian food and drink
*  Volunteered in preparing food and drink for homeless people at Houston Food Bank,
Houston’s largest food donation foundation
* Held fundraising events in various campus

VFK Magazine, Consulate General of the Republic of Indonesia in Houston, Texas
Editor and Writer
June 2012 — February 2013 (9 months)
*  Wrote events and activities held by the Consul General of the Republic of Indonesia in
Houston
*  Wrote articles for each issue on a variety of topics, and edited and proofread articles
* Researched topics and interviewed sources for articles

COMMUNITY SERVICE

Community Service

National Boot Camp, Sahabat Pulau Organization: “Public Speaking and Elevator Pitching”

Speaker
2016

Indonesia-Canada Youth Exchange Program 2014-2015
Advisor
August 2014 — present

17th Talking ASEAN: “Embracing ASEAN Community: Youth Perspectives,” for the Habibie
Center, the British Embassy, and BINUS International University, Jakarta

Speaker
December 16, 2014

The International Seminar and Conference (ISC) 2014 on Islamic Economics and Beyond,
held by Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta

Moderator

November 11-12, 2014

Vita Alwina Daravonsky Busyra
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INTERNSHIP

Experience
The Consulate General of the Republic of Indonesia, Houston
Assistant to the Consul General of the Republic of Indonesia in Houston
June — August 2011 (3 months)
Department of Master of Arts in Island Studies (MAIS), University of Prince Edward Island,
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada
Secretary
September — December 2010 (4 months)

PUBLICATION
Title Publication Category Date
¢ “Revolusi” Pendidikan Seputar Indonesia Scholar’s Voice May 31, 2007
* Tinjau Ulang Kenaikan Seputar Indonesia Scholar’s Voice | September 3, 2007
Tarif Tol
¢ “Kendaraan Politik” Seputar Indonesia Scholar’s Voice | November 9, 2007
Pemuda
¢ Pemanasan Global, di Mana Seputar Indonesia Scholar’s Voice | November 22, 2007
Mahasiswa?
¢  Koruptor dan Hukuman Seputar Indonesia Scholar’s Voice August 7, 2008
Mati
* Bila Hati Tak Bermaksud GADIS, Teen Fiction March 13, 2009
Magazine
* Tragedi Bom Lagi Seputar Indonesia Scholar’s Voice July 22,2009
* Pidana dan Perlindungan Seputar Indonesia Scholar’s Voice August 18, 2009
Anak
* RUU Rahasia Negara yang Seputar Indonesia Scholar’s Voice September 17,
Adil 2009
¢ Gayus, Pajak, dan Seputar Indonesia Scholar’s Voice April 1, 2010
Kewajiban Kita
* Mbah Priok Menangis Seputar Indonesia Scholar’s Voice April 19,2010
¢ Kacamata Zelin GADIS, Teen Fiction June 11, 2010
Magazine
¢ Teror Pagi GADIS, Teen Fiction August 13,2010
Magazine
¢ Jadikan Sampah Harian Singgalang Atrticle October 29, 2010
Bermanfaat Bagi Manusia
e Universitas Prince Edward Harian Singgalang Atrticle October 30, 2010
Island Promosikan
Indonesia
¢ Gema Sumpah Pemuda di Harian Singgalang Atrticle November 4, 2010
Prince Edward Island
¢ Red Cross Kanada dan Harian Singgalang Atrticle November 11, 2010
Bencana di Indonesia
* Industri Pengolahan Air Padang Today Atrticle November 20, 2010
Limbah di Charlottetown
Sangat Mengesankan

Vita Alwina Daravonsky Busyra 3



Industri Pengolahan Air
Limbah di Charlottetown
Sangat Mengesankan

Seputar Indonesia

Article

November 24, 2010

Pertanian di Prince Edward Padang Today Atrticle December 1, 2010
Island dan Indonesia

Menata Masa Depan Riset Seputar Indonesia Opinion April 7,2012
Indonesia

A Night at Cafe’ du Monde VFK Magazine Travel July 2012

See You Later, Alligator! VFK Magazine Travel July 2012
Grand Canyon Skywalk, an VFK Magazine Travel September 2012
Overstrung Sensation

“Untukmu Indonesia: The Consulate Book December 2012

Kumpulan Pemikiran Anak
Bangsa”

General of the
Republic of
Indonesia, Houston

Sugar, How We’ve Become
So Hooked

THOROUGHFARE,
University of St.
Thomas Student

Publication, Houston

Feature Story

December 17, 2013

Political, Social Turmoil The Jakarta Globe News February 16, 2014
Limit Indonesia’s Growth

On Matter of Asylum The Jakarta Globe Seminar February 21, 2014
Boats, an Ocean of

Differences

Asylum Seekers a Joint The Jakarta Globe Seminar February 24, 2014

Concern: Forum

Plight of Domestic Workers
in Indonesia Is Seen as
Mirroring Slavery

The Jakarta Globe

News, Featured

February 25, 2014

Putting Indonesia’s
Children First: Orphanage
Abuse in Spotlight

The Jakarta Globe

News, Featured

March 3, 2014

Reclaiming Sidewalks to
Reduce Congestion

The Jakarta Globe

News, Featured

March 14, 2014

Behind Party Labels, a Lack
of Substance

The Jakarta Globe

News, Featured

March 24, 2014

Finland Offers Help in
Tackling Indonesia’s Cyber
Crimes

The Jakarta Globe

Exclusive
Interview

March 24, 2014

Buoyed by Hope, Youths to
Rock the Vote

The Jakarta Globe

News, Featured

March 27, 2014

Further Cooperation Seen
Between China and
ASEAN

The Jakarta Globe

Exclusive
Interview

March 27, 2014

Scourge of Money Politics
Raises Concerns Ahead of
Indonesia’s Legislative
Election

The Jakarta Globe

News, Featured

April 2, 2014

Military Officers Have No
Role in Elections: Experts

The Jakarta Globe

Close
Discussion

April 4, 2014

Election Campaigns, the
Perfect Playground for

The Jakarta Globe

News, Featured

April 6, 2014
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Money Laundering in
Indonesia

In Indonesia’s Drug Fight, a
Battle to Acknowledge the
Problem

The Jakarta Globe

Report, Featured

April 11,2014

In President’s Call, A
Message Heard Before

The Jakarta Globe

Report

May 6, 2014

Summit Urges Immediate
Action to Prevent Burning
of Carbon-Rich Peat

The Jakarta Globe

Report

May 6, 2014

Philippines Reforestation to
Reach 1 Million Hectare
Milestone After Logging
Ban

The Jakarta Globe

Report

May 6, 2014

Green Economy Needs
Support

The Jakarta Globe

Report

May 8, 2014

Call for Decree Restoring
Forests to Indigenous to be
Implemented

The Jakarta Globe

Report

May 16, 2014

Australia, New Zealand and
UK Offer Indonesians One-
Stop Visa Facility

The Jakarta Globe

Report

May 19, 2014

SBY Reinstates
Ambassador to Regain
Bilateral Ties

The Jakarta Globe

Report

May 20, 2014

Indonesia Seeks Finalized
Nuclear Treaty

The Jakarta Globe

Report

May 21, 2014

Rights Body Presses
Indigenous Rights

The Jakarta Globe

Report

May 23,2014

Finnish Ambassador Offers
Education Cooperation with
Local Institutions

The Jakarta Globe

Report

May 23,2014

Australia Seeking Stronger
ties with Indonesia through
Research

The Jakarta Globe

Report

May 26, 2014

Fraudulent Use of Hajj
Funds Long Suspected:
ICW

The Jakarta Globe

In-Depth Report

May 26, 2014

Indonesia Looks to an
‘Asian Century’ with China

The Jakarta Globe

Report

May 28, 2014

New Website to Monitor
Election Adverts

The Jakarta Globe

Discussion

June 2, 2014

US, Indonesia to Combat
Human Trafficking

The Jakarta Globe

Discussion

June 2, 2014

Abbott Vows Asylum
Issues No Longer a Sticking
Point

The Jakarta Globe

In-Depth Report

June 5, 2014

PR Community Anticipates
Advent of AEC

The Jakarta Globe

Seminar

June 5, 2014

WRI: A Chance for Forests,
if Government Can See Past
the Trees

The Jakarta Globe

Discussion

June 7, 2014

Vita Alwina Daravonsky Busyra

5



Indonesia to Tout Pluralism The Jakarta Globe

at UN Forum

Report

June 9, 2014

Indignity, Then Jail and The Jakarta Globe Report

Lashes for Workers

June 10, 2014

South-South Cooperation The Jakarta Globe Report

May Boost AEC

June 12, 2014

With Democracy, a The Jakarta Globe Discussion
Stronger Diplomacy for

Indonesia

June 13, 2014

Islam Not at Odds With US The Jakarta Globe
Values, Say Official,

Community Leaders

Report

June 16, 2014

Jakarta in Ambitious The Jakarta Globe Report

Dengue-Free Plan

June 17, 2014

Youth Urged to Push for The Jakarta Globe Discussion

Diversity as ASEAN Unites

June 19, 2014

Calls on Indonesia to Raise The Jakarta Globe Report

Excise Tax on Tobacco to
Curb Use

June 27, 2014

Behind SBY Backing, the The Jakarta Globe

Rise of Prabowo

Report

July 9, 2014

Indonesia’s Foreign Policy The Jakarta Globe Report

Comes Under the Spotlight

August 14,2014

Teror di Paris dan Seputar Indonesia Opinion

Kewaspadaan Indonesia

November 26, 2015

Indonesia di Tengah Shame Seputar Indonesia Opinion

and Guilt Culture

January 23, 2016

MEDIA APPEARANCE

Name

Year

Demonetisation: A Tale of Two Reddys in Indonesia, One Enhancing
India’s Image, Other Sullying:

http://www firstpost.com/politics/demonetisation-a-tale-of-two-reddys-
in-indonesia-one-enhancing-indias-image-other-sullying-3166412.html

December 22, 2016

Talking ASEAN on Youth Perspective:
http://www.thcasean.org/read/news/150/Talking-ASEAN-on-Y outh-
Perspective

December 16, 2014

Interviewed by the University of St. Thomas, Houston for its online
newsroom:

http://www.stthom.edu/Public/Index.asp?0=0&page 1d=5534&Source

URL=%2FAbout%2FSuccess Stories%2FIndex%2Eaqf%3FNewsScrip
tAction%3DAdvanced Search%26AQ Year%3D2013&Content ID=1
02267#.UsPF0bTvxsO

December 17, 2013

Interviewed as Indonesian representative in International Students
Association’s cultural event: “Mahasiswa AS di Houston Penasaran
Ingin Belajar Angklung”
http://news.detik.com/read/2012/11/02/125701/2079689/10/mahasiswa-
as-di-houston-penasaran-ingin-belajar-angklung

November 2, 2012

Interviewed for “VOA Minute” Program by Voice of America (VOA)
Indonesia, Washington, DC

March 20, 2012
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* Interviewed on “Relationship” article held by JOY Magazine (Indonesia), March 15, 2012
April edition

¢ Interviewed on behalf of the Indonesian Student Association in Houston December 12, 2011
on Mother’s Day at the Consulate General of the Republic of Indonesia
in Houston:
http://kabarpolitik.com/2011/12/12/kjri-houston-peringati-hari-ibu/

* Interviewed on the commemoration of Indonesia’s Independence Day in August 19, 2011
Houston:
http://www.antaranews.com/berita/272475/upacara-kemerdekaan-di-
houston-dalam-balutan-keharuan

FORMAL EDUCATION

Education
Master University of St. Thomas, Houston, Texas July 2012 — December 2013
Communication
GPA: 3.83/4.00
Bachelor Universitas Indonesia August 2006 — December 2010
Pre-Law
Valedictorian as the youngest graduate, graduating class of 2010

SCHOLARSHIP

Program Period

“Indonesia-Canada Youth Exchange Program” held by the Ministry of August 2010 — April 2011
Youth and Sports

FELLOWSHIP
Program Period
“Reporting on Forests in Southeast Asia” held by Center for April 30 — May 6, 2014
International Forestry Research (CIFOR)

ADDITIONAL PROFILE

* Place & Date of Birth: Jakarta/December 31, 1989

* Religion: Islam

* Nationality: Indonesian

* Hobbies & Activities: Traveling, singing, dancing, writing

* Language: Bahasa Indonesia and English (Native or bilingual proficiency)

*  Member of the Bendera Pusaka Flag-Hoisting Troop at the Consulate of the Republic of
Indonesia in Houston, Texas (August 17, 2011)

¢ Performed traditional Indonesian songs and dances, and participated bands in various events in
Houston, Texas.

Jakarta, June 2017
Vita Alwina Daravonsky Busyra, MLA
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(Khotimatus Sholikhati, MA)



